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Penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Syariah harus memenuhi
prinsip kehati-hatian dan pertanggungan resiko yang terjadi termasuk wanprestasi.
Salah satu proteksi yang dilakukan adalah dengan mengeksekusi atau melelang
barang jaminan milik nasabah yang dilakukan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang. Namun sering kali langkah tersebut menimbulkan
masalah baru bagi nasabah (debitur) yang merasa haknya diambil oleh pihak Bank.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus riset adalah bagaimana upaya-upaya yang
dilakukan dalam menghadapi resiko kemacetan atau wanprestasi dan menganilis
upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui lelang perspektif
Hukum Positif Indonesia.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan dengan sumber
data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Kantor
Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan didukung dengan data sekunder berupa
Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996 dan perundang-undangan yang
lainnya dengan menggunakan metode yuridis empiris sebagai pendekatan penelitian
dan deskriptif analisis sebagai pendekatan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah terakhir yang dilakukan
oleh bank untuk menyelsaikan pembiayaan murabahah bermasalah yaitu menjual
barang jaminan berupa hak tanggungan atau bisa disebut dengan lelang. Lelang yang
dilakukan melalui KPKNL sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu mengacu
pada Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 pasal 6 jo pasal 20 ayat
(1) huruf a yang menjelaskan pelaksanaan eksekui hak tanggungan dapat dilakukan
oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan
proses pelaksanaan lelang mengacu pada pasal pasal 21, pasal 26, pasal 53, pasal 54,
pasal 55, pasal 63, pasal 87, dan pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan no.
213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yaitu proses awal
permohonan lelang, proses pengumuman lelang, proses pelaksanaan lelang,
pembuatan risalah lelang dan pembukan serta pelaporan pelaksanaan lelang.

Kata kunci: Murabahah, Upaya Penyelesaian, Lelang.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan proposal
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Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor:
0543b/U/1987.
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
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o Ba’ B Be
y Ta’ T Te
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Jim J Je
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c Ha H Ha (dengan titik di
bawah)
¢ Kha’ Kh Ka dan Ha
5 Dal D De
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J
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
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2] Ditulis Al-birru
C. Ta’ Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulsi h

" Ditulis Zimmah

¢

>

Ketentuan ini tidak digunakan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke
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dikehendaki lafal aslinya.
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% Ditulis Qila
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G. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf Qomariyah
:J;;J | Ditulis Al-Hurriyah

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyah
yang mengikutinya

%)) Ditulis Ash-Shiddig
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A

BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun
uang dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat, serta
menyelenggarakan jasa perbankan lainnyal. Mengumpulkan dan mengarahkan
uang adalah kegiatan inti perbankan. Penyediaan jasa perbankan lainnya hanya
sebagai penunjang kegiatan diatas tersebut.

Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah) merupakan Lembaga
keuangan yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Syari’at Islam yang
tidak membayar bunga atau membebankan bunga terhadap nasabahnya. Dalam
pengelolaan keuntungan yang nantinya akan diterima oleh bank syariah dan
dibayarkan kepada nasabah tergantung dengan perjanjian yang telah dilakukan
antara nasabah dan bank. Akad yang terjadi pada perbankan syariah wajib
memenuhi syarat dan rukun akad yang diatur oleh Hukum Islam?.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan
bahwa perbankan syariah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan
perbankan syariah dan badan usaha syariah, termasuk lembaga, perusahaan, serta
metode dan proses bisnis. Bank syariah adalah bank yang hanya beroperasi
berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit

Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

33.

! Bustari Muktar, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Pranda Media, 2016), him.

2 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Pranada Media, 2011), him. 25.



Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mencerminkan kebutuhan
masyarakat luas yang menginginkan sistem perbankan yang dapat memberikan
layanan keuangan yang handal, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga
didukung oleh Undang-Undang No. 10/1998 tentang perbankan, yaitu bahwa
Bank Syariah diperbolehkan beroperasi di Indonesia dimana bank syariah
beroperasi dengan menawarkan produk-produk keuangan seperti pembiayaan
murabahah.

Pasal 1 (25) UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menjelaskan
pembiayaan sebagai salah satu fungsi utama bank syariah, yaitu sebagai
penyedia dana atau tagihan berdasarkan akad atau perjanjian antara bank syariah
dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak yang dibiayai dan/atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan kompensasi, tanpa berbagi biaya dan pendapatan.

Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga semula dengan
tambahan keuntungan yang disepakati di awal. Di dalam Hukum Islam,
murabahah merupakan bentuk jual beli yang mempuanyai sifat amanah. Dalam
hal ini amanah bisa diartikan sebagai bentuk transparasi, yaitu penjual wajib
memberitahukan secara jujur kepada pembeli tentang nilai jual di awal serta
margin yang akan diperoleh dari barang yang akan dijual kepada pembeli dengan
cara kejujuran®. Hukum Perbankan Syariah memberikan pengertian bahwa akad
murabahah berarti akad untuk membiayai suatu barang dengan menetapkan

jumlah harga pembelian untuk pelanggan dan pelanggan membeli dengan nilai

% Faisal, Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan
Mourabahah (Jakarta: Kenca, 2021), him. 3.



jual yang lebih tinggi sebagai perolehan margin yang disepakati di awal.
Pembayaran dalam akad pembiayaan murabahah ini bisa dilakukan dengan cara
mencicil.

Dalam konteks pembiayaan murabahah bank syariah berkedudukan
sebagai pihak penjual. Kedudukan tersebut menyebabkan terjadinya suatu
konsekunsi bahwa bank syariah tidak bisa dihindarkan atau menghindarkan diri
dari tanggung jawab (resiko) atas penjualan barang tersebut. Tanggung jawab
bank syariah atas barang yang dijual dalam pembiayaan murabahah adalah
kejelasan kepemilikan dan penguasaan. Dengan kata lain, bank tidak boleh
menjual barang secara langsung kepada nasabah sebelum bank telah memiliki
dan menguasainya.

Pemenuhan kebutuhan nasabah pada akad pembiayaan murabahah ini,
bank melakukan dengan cara membeli barang, asset, atau sesuatu yang di
inginkan nasabah dari pemasok (supplier) kemudian dijual kepada nasabah
dengan perolehan margin yang disepakati. Dengan ini bisa diartikan sebagai
penjualan barang terhadap pelanggan yang dilakukan sesuai dengan prinsip Cost
Plus Profit*.

Untuk memperoleh pembiayaan bank, nasabah berhak memiliki harta
benda yang dapat dijadikan jaminan oleh bank. UU No. 7/1992 yang telah
diubah menjadi UU No. 10/1998 (tentang perbankan) menjelaskan jaminan

sebagai kepercayaan terhadap niat dan kemampuan debitur nasabah untuk

* Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabbahah Di Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi
Dan Bisnis Islam, vol. 2, Juli-Desember, 2016, him. 2. https://library.unismuh.ac.id, diakses 15 juli
2023.



membayar hutangnya atau mengembalikan suatu kewajiban yang tertera dalam
perjanjian. Dari sini dapat diketahui bahwa jaminan suatu utang yang dapat
dinilai dengan uang, yaitu berupa barang-barang tertentu yang diserahkan oleh
debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian hutang atau kredit atau perjanjian
yang lain.

Allah berfirman pada Q.S. Al-Bagarah: (2): 283, yang menjelasakan

mengenai adanya jaminan dalam bermuammalah, sebagai berikut:

Ropi 5 st 1A e 80y

Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang)

Jaminan adalah bentuk perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan
debitur, yang mana debitur menjaminkan sebagian hartanya untuk melunasi
hutangnya jika pembayaran di tunda dalam jangka waktu tertentu oleh debitur.
Agunan merupakan properti peminjam yang dijaminkan kepada pemberi
pinjaman jika peminjam tidak mampu membayar kembali pinjamannya®.

Dalam pembayaran pembiayaan murabahah secara cicilan, bank kerap
kali menghadapi suatu bentuk resiko kemacetan. Bank bahkan dapat meminta
jaminan dari nasabahnya kapan saja sehubungan dengan hipotik atau tanggungan

lainnya. Sehingga ketika nasabah yang mengalami gagal bayar dapat dianggap

sebagai bentuk cidera janji dan bank berhak menyelenggarakan lelang sendiri

® Mariana, Informasi Akuntansi Dan Keputusan Kredit (Yogyakarta, Bintang Semesta Media,
2022), him. 42.



atau mengajukan permintaan pelaksanaan lelang baik ke KPKNL (Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) maupun pengadilan agama.

Wanprestasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang
mempunyai arti prestasi buruk, sedangkan istilah lain dari wanprestasi adalah
tidak dipenuhinya kewajiban, ingkar janji, cidera janji®. Wanprestasi dalam
perjanjian bisnis pada biasanya yang dilakukan oleh seorang debitur terdiri dari,
tidak melakukan apa yang dia bisa, melakukan apa yang dia janjikan tetapi tidak
seperti yang dijanjikan, melakukan apa yang dia janjikan tetapi terlambat, tidak
melakukan sesuatu yang seharusnya telah disepakati dalam kontrak. Jika
wanprestasi dilakukan atas kelalian nasabah sehingga menyebabkan bank
mengalami kerugian, maka wajib bagi pihak bank mendapatkan bentuk ganti
ruginya.

Mengenai pembiayaan Bank Syariah, dalam mengevaluasi permintaan
pembiayaan, bagian pemasaran harus dapat mempertimbanngkan prinsip-prinsip
terpenting yang terkait dengan kondisi secara menyeluruh calon nasabah, guna
dapat meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah dari calon nasabah.
Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya
disandarkan atas resiko pada suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan
adanya counterparty dalam memenuhi kewaibannya’. Prinsip analisis
pembiayaan dalam setiap penyaluran pembiayaan memerlukan prinsip kehati-

hatian agar kepercayaan terhadap pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga

& Agoes Parera, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi
(Yogyakarta: Andi, 2022), him. 57.

" Mariya Ulpah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, Jurnal
Madani Syariah, vol. 3, Februari 2020, him. 3. https://stai-binamadani.e-journal.id., diakses tanggal
15 juli 2023.



pembiayaan yang disalurkan dapat mencapai tujuan dan jaminan pengembalian
pembiayaan dapat tejamin dan bisa dilaksanakan sesuai perjanjian.

Fatawa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 menyatakan bahwa kasus
nasabah yang menerima pembiayaan dengan akad murabahah dan tidak mampu
mengembalikan kewajibannya, maka bisa diselesaikan dengan prinsip-prinsip
syariah. Dalam hal ini bank syariah menengahi sengketa dengan nasabah yang
tidak mampu membayar pada pembiayaan murabahah dengan cara barang atau
jaminan murabahah dijual oleh nasabah atau melalui lembaga keuangan syariah
dengan harga pasar yang disepakati. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi
kekurangan hutangnya kepada lembaga keuangan syariah, proses ini yang
dikenal sebagai lelang.

Dalam pelelangan suatu barang terjadilah bentuk jual beli dengan sistem
lelang. Jual beli merupakan terjemahan dari kata bahasa arab yaitu “al bai’u”.
Secara harfiah, al bai’u berarti penukaran barang dengan barang yang lainnya.
Konteks pertukaran dapat berarti pertukaran suatu produk dengan produk lain,
atau juga petukaran produk dengan uang®. Sedangkan lelang adalah bentuk kata
yang berasal dari bahasa Belanda yaitu Openbare Verkopping yang mempunyai
arti penjualan dimuka umum. Secara terminologi, lelang mengacu pada

penjualan barang kepada penawar tertinggi, kesepakatan untuk menurunkan

harga, atau pendaftaran harga atau yang diundang atau diberitahukan sebelum

8 Holilur Rahman, Hukum Jual Beli Online (Pamekasan: Duta Media, 2020), him. 1.



lelang atau penjualan atau kesempatan yang diberikan terhadap mereka atau yang
memberi untuk menawar harga, menyepakati harga atau mendafatarkan®.

Pada umumnya lelang itu diadakan untuk barang-barang yang bersifat
khusus dan tidak umum. Selain itu, lelang dapat dilakukan dengan alasan
tertentu, salah satunya adalah lelang agunan. Terkait dengan penjualan barang
jaminan, dimana penerima hipotik pertama diberikan hak istimewa untuk mejual
terhadap barang agunan yang telah dibebankan dengan hak tanggungan tersebut.
Ketentuan ini didasarkaan pada pasal Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4
Tahun 1996 pasal 6, yang menyatakan bahwa dalam hal yang tidak dipenuhinya
kewajiban debitur, penerima hipotik pertama mempunyai hak secara terbuka
untuk melelang jaminan atas inisiatifnya sendiri melalui pelelangan umum dan
mengambil kekurangannya dari hasil penjualan tersebut.

Salah satu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto
tentang perlawanan yang diajukan nasabah (penggugat) terhadap lelang yang
dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (tergugat). Dalam perkara gugatan nomor
2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt, gugatan tersebut menyatakan bahwa tergugat telah
mengingkari isi dari pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah nomor
068/MRB834/80001/V1/16, dimana dalam proses penyelesaian tidak dilakukan
melalui Pengadilan Agama namun langsung dilakukan di Kantor Pelayanan
Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) dan tergugat telah mengingkari pasal 4
Akad Pembiayaan Murabahah nomor 068/MRB834/80001/VI1/16, yang

menyatakan jangka waktu pembiayaan selama 120 bulan terhitung sejak tanggal

® Mailinda Eka Yuniza, Peraturan Lelang (Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2021), him. 9.
10 Sypriadi, Hukum Agraria (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), him. 201.



22 juni 2016 sampai dengan tanggal 21 juni 2026 yaitu tergugat telah melelang
barang jaminan sebelum jangka waktu Pembiayaan Murabahah nomor
068/MRB834/80001/V1/16 selesai atau melebihi dari jangka waktu yang
diperjanjikan dalam akad tersebut.

Dalam perkara gugatan nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt, alasan Bank
Syariah Indonesia menjual barang jaminan di Kantor Pelayanan Keuangan
Negara dan Lelang (KPKNL), karena nasabah telah melakukan wanprestasi atas
kewajibannya yaitu keterlambatan terhadap cicilan bulanannya, sehingga Bank
Syariah Indonesia mengirimkan surat peringatan I, I, 11l kepada nasabah yang
diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Namun surat peringatan
tersebut tidak mendapatkan respon dari nasabah atau tidak adanya iktikad baik
dari nasabah untuk datang ke Bank Syariah Indonesia dan segera
menyelesaikannya, atas sikap dari nasabah tersebut Bank Syariah Indonesia
langsung melakukan penjualan barang jaminan ke Kantor Pelayanan Keuangan
dan Lelang yang beralamatkan di JI. Pahlawan N. 876, Tanjung, Kec.
Purwokerto Selatan, Banyumas.

Putusan perkara gugatan nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt menyatakan
gugatan yang dilakukan nasabah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
verklaard), karena Majelis Hakim menumukan fakta bahwa proses lelang yang
dilakukan Bank Syariah Indonesia di Kantor Pelayanan Keuangan dan Lelang
telah selesai pada tanggal 10 Desember 2021 dan hasil pelelangan telah
dibuatkan risalah lelang. Oleh karena proses lelang telah selesai Majelis Hakim

menyatakan bahwa penggugat sebagai pelawan yang tidak benar dan penggugat



dianggap sebagai pihak yang kalah. Putusan dalam perkara ini telah mengikat
serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bank Syariah Indonesia dalam perkara ini sebagai tergugat yang telah
melakukan penjualan barang jaminan langsung ke Kantor Pelayanan Keuangan
Negara dan Lelang dianggap telah melanggar hak yang dimiliki oleh nasabah
dan yang menjadikan faktor nasabah untuk melakukan gugatan seperti yang
sudah dijelaskan diatas. Dari penjelasan perkara tersebut perlu adanya kajian
yang lebih mendalam yang kaitannya dengan Hukum Positif Indonesia mengenai
alur proses penjualan barang jaminan untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan
bermasalah.

Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
mengatakan apabila terjadi sengketa pada Perbankan Syariah maka penyelesaian
diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 1 (4) Peraturan Menteri Keuangan No.
93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menyatakan “Lelang
Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan,
dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”. Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI
/IV/2000 tentang Murabahah fatwa ke-5 menyatakan “Apabila nasabah sengaja
menunda atau tidak melaksanakan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan
melalui Badan Arbitrase Nasinonal setelah tidak mencapai kesepakatan
musyawarah mufakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian peniliti tertarik untuk

menganalisis dan menggali lebih dalam mengenai penyelesaian terhadap



10

sengketa yang terjadi pada pembiayaan Murabahah melalui lelang. Karena dalam
permasalahan ini obyek jaminannya berupa tanah maka peneliti mengacu kepada
Hukum Positif Indonesia berupa Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun
1996 (UUHT) sebagai acuan atau dasar untuk melakukan penelitian tersebut,
karena isi dari UU tersebut berupa Obyek Hak Tanggungan, Pemberi dan
Pemegang Hak Tanggungan, Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, Peralihan, dan
Hapusnya Hak Tanggungan, Eksekusi Hak Tanggungan, dan Pencoretan Hak
Tanggunan. dengan dasar tersebut peniliti akan melakukan penelitian secara
mendalam terkait permasalah tersebut yang akan dijadikan sebuah karya ilmiah
yang berjudul “Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian
Pembiayaan Murabahah Bermasalah Perspektif Hukum Positif Indonesia”.
Definisi Operasional
1. Lelang Jaminan
Lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan penawaran
tertulis atau lisan dengan naik/turun ke harga maximum yang didahului oleh
pengumuman lelang®*. Uraian ini menunjukkan unsur-unsur lelang, yaitu cara
suatu barang diperjualbelikan, diumumkan secara terbuka, tertulis dan/atau
lisan, penawaran harga naik atau turun untuk mencapai harga maximum,
sebelum lelang diumumkan dimedia dan dalam jangka waktu tertentu,

dilakukan dihadapan pejabat lelang atau balai lelang®.

1 Mailinda Eka Yuniza, Peraturan Lelang, him. 19.
12 Rachmadi Usman, Hukum Lelang (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), him. 24.
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Adapun  jaminan itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk
pertnggungjawaban atas pinjaman atau jaminan yang diterima, atau janji
seseorang untuk menanggung hutang atau wanprestasi dari suatu kewajiban.

Jadi istilah Lelang Jaminan yaitu sebuah proses bentuk jual beli
barang yang telah dijaminkan atas apa yang telah diperjanjikan didepan
umum yang telah diumumkan oleh pihak kantor lelang dengan harga tertinggi.
Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan bentuk jual beli barang, dimana nilai
pembelian awal ditambah dengan margin yang diawal perjanjian sudah
diperoleh kesepakatan dan penjual wajib memberitahukan harga beli barang
tersebut kepada pembeli®®. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi
Murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran yang ditangguhkan
(kredit), tetapi juga dapat dalam dilakukan secara tunai setelah barang
diterima. Jual beli ini harus dilakukan atas barang yang sudah dimiliki atau
telah dimiliki oleh penjual, hal ini berarti keuntungan yang diperoleh dan
resiko yang terkait dengan barang berada ditangan penjual karena penciptaan
kepemilikan dari kontrak hukum perjanjian yang sah.

Dalam Pembiayaan Murabahah bank sebagai pemilik uang yang
membantu mencarikan atau membelikan barang dengan Kkriteria yang
diinginkan nasabahnya dalam akad pembiayaan, kemudian dijualkan kepada
nasabah dengan penambahan margin diawal dan disepakati bersama.

Sementara itu nasabah dapat melunasi hutangnya dikemudian hari dengan

him. 30.

3 Windary dan Sry Lestari, Akuntansi Bank Syariah (Medan, Media Kreasi Group, 2021),
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cara tunai maupun kredit sesuai jangka wakktu yang telah disepakati
bersama®®,
3. Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia disebut juga dengan lus Constitutum, yang
berarti seperangkat asas dan aturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat
secara hukum atau secara tegas ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan
dalam negara Indonesia.

Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
mengatakan apabila terjadi sengketa pada Perbankan Syariah maka
penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 1 (4) Peraturan Menteri
Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang
menyatakan “Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan
putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan
dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan”. Peraturan tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai patokan
dasar untuk menganalisi mengenai Lelang Barang Jaminan Sebagai Upaya
Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah.

Karena dalam permasalahan ini obyek jaminannya berupa tanah maka
peneliti mengacu kepada Hukum Positif Indonesia berupa UUHT (Undang-
Undang Hak Tanggungan) sebagai acuan atau dasar untuk melakukan
penelitian tersebut, karena isi dari UU tersebut berupa Obyek Hak

Tanggungan, Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan, Tata Cara Pemberian,

4 Fahrudin, ”Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BPRS MAM Cabang
Kulon Progo”, Jurnal Of Sharia Economics, Vol. 04, No. 1 Juni 2021, him. 3. http://ejournal.iai-
tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/639., diakses tanggal 15 juli 2023.
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Pendaftaran, Peralihan, dan Hapusnya Hak Tanggungan, Eksekusi Hak
Tanggungan, dan Pencoretan Hak Tanggungan.
4. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah adalah kondisi keuangan dimana terdapat
selisin  pembayaran keuangan yang signifikan, yang mengakibatkan
keterlambatan pembayaran keuangan atau diperlukan adanya tindakan yuridis
pada pengembalian pembiayaan atau kemungkinan yang menyebabkan
terjadinya suatu kerugian®®.
C. Rumusan Masalah
Dengan adanya latar belakang masalah diatas tersebut, maka tersusunlah
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya penyelesaian pada pembiayaan murabahah bermasalah?
2. Bagaimana penyelesaian pada pembiayaan murabahah bermasalah melalui
lelang perspektif Hukum Positif Indonesia?
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada
penelitian ini, dapat disebutkan tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian
ini yaitu, sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pada pembiayaan Murabahah

bermasalah.

15Junaidi, Hukum Lembaga Pembiayaan (Indramayu: CV Adanu Adimata, 2020), him. 137.
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b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pada pembiayaan murabahah
bermasalah melalui lelang Perspektif Hukum Positif Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
Diharapkan dengan adanya penelitian ini secara umum dapat
bermanfaat bagi semua pihak, terutama untuk peneliti sendiri. Adapun
manfaat penelitian ini, sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis

1) Diharapkan dapat menambah dan memperluas khasanah keilmuan
Islam, khususnya dalam masalah praktik upaya penyelesaian sengketa
pada pembiayaan murabahah yang ditinjau dengan Hukum Positif
Indonesia.

2) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahun, baik untuk peneliti dan
pembaca mengenai masalah upaya untuk menyelesaikan sengketa yang
terjadi pada pembiayaan murabahah bermasalah yang akan ditinjau
melalui Hukum Positif Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Berkontribusi pada karya ilmiah bagi pembaca atau penulis sendiri
dengan memberikan informasi tentang kajian penemuan hukum
ekonomi syariah, khususnya mengenai tata cara penyelesaian sengketa
pada pembiayaan murabahah bermasalah.

2) Sebagai bentuk refrensi bagi peneliti lain mengenai kajian hukum
terkait upaya penyelesaian sengketa pada pembiayaan Murabahah

bermasalah.
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E. Kajian Pustaka

kajian pusataka merupakan eksplorasi teori-teori dengan pemeriksaan
literatur terkait dan pendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam
pembahasan ini, penilliti akan memaparkan literartur review yang berkaitan
dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Sinta Noviana dalam penelitiannya yang berjudul “Prosedur Pelelangan
Barang Jaminan Pada Akad Murabahah Di Bank Sumut Cabang Syariah Tebing
Tinggi” yang menjelaskan tentang cara atau prosedur proses lelang barang
agunan yang telah dilakukan pada bank sumut cabang syariah tebing tinggi, dan
ini terjadi persamaan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-
sama membahas mengenai pelelangan barang jaminan, namun dalam hal ini juga
ada perbedaan dalam penelitian ini, yaitu penilitan yang akan diteliti oleh penulis
membahas mengenai pelelangan barang jaminan yang belum jatuh masa
temponya yang ditinjau dari hukum positif indonesia.*®

Muhammad Fikri Adi, dkk, dengan penelitiannya yang berjudul
“Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah
Melalui Pengadilan Agama Medan”. Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan
yang menjelaskan bahwa majlis hakim ketika saat mau memutuskan suatu
perkara wajib menggali hukum sedalam-dalamnya yang hidup dalam masyarakat
dengan peraturan Undang-Undang yang telah sah digunakan agar terciptanya

rasa keadilan dan menciptakan kondisi yang memuaskan supaya semua orang

16 Sinta Noviana, ““Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Pada Akad Murabahah Di Bank
Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi”, Skripsi tidak diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim,
2021).
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merasa bahagia terhadap putusan yang bersifat subtansional. Dan dalam
penelitian ini juga menjelaskan terkait problematika-problematika yang terjadi
saat melakukan eksekusi hak tanggungan yang menjadikan suatu hambatan bagi
yang melaksanakaannnya. Dalam penelitian ini terdapat suatu kesamaan yaitu
sama-sama membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi
pada pembiayaan Murabahah, namun yang menjadi titk perbedaan dengan
peneltian yang akan penulis teliti yaitu terdapat pada letak penyelesaiannya.
Penyelesain yang akan penulis teliti itu terjadi diluar pengadilan atau tidak
melalui pengadilan, melainkan langsung melalui Balai lelang, sedangkan
penelitian yang diteliti oleh muhammad fikri dkk membahas mengenai
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan.’

Muhammad Ihksan Supardin, dan JM Muslimin, dengan penelitiannya
yang berjudul “Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah (Ananlisis Komparasi)”.
Penelitian ini menjelaskan mengenai Komparasi terhadap putusan Hakim pada
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutuskan dua sengketa Ekonomi
Syariah yang sama dengan putusan yang berbeda. Putusan Pengadilan Agama
Jakarta  Selatan  dengan  No.  1957/pdt.G/2018/PA.JS dan  No.
407/pdt.G/2019/PA.JS, kedua No perkara tersebut merupakan perkara sengketa
pada Pembiayaan Murabahah. Pada putusan pertama majlis hakim mengabulkan
gugatan penggugat dan menyatakan pihak tergugat telah melakukan wanprestasi
dengan apa yang telah disepakati dan telah melakukan perbuatan melawan

hukum. Untuk putusan yang kedua majlis hakim menolak permohonan

"Muhammad Fikri Adi, dkk, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara
Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan” Jurnal Hukum Islam (Bogor: STAI Al-
Hidayah Bogor, 2022).
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penggugat dengan bukti dan dalil-dalil yang menyatakan bahwa tergugat telah
menjalankan kesepakatan yang terjadi dengan cara yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah, dan majlis hakim tidak menjelaskan bahwa apakah pihak
tergugat merupakan bank syariah atau lembaga keuangan syariah, sebagaimana
secara jelas tertera dalam putusan pertama. Dalam penelitian ini terjadi sebuah
persamaan Yyaitu penyelesaian sengketa pembiayaan Murabahah, namun yang
menjadi titik perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut meneliti mengenai
perbedaan putusan hakim yang dilakukan dengan metode komparasi yang
didasarkan pada perundang-udangan, dan untuk penelitian yang akan peneliti
teliti yaitu membahas mengenai proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada
pembiayaan murabahah serta proses pelelangan.®

Mohammad Nur dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis
Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Antara Bank Syariah — X dengan PT
AS Di Badan Arbritase Syariah Nasional — Majlis Ulama’ Indonesia
(BASYARNAS MUI)”. Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan yang
membahas mengenai metode yang digunakan aribter dalam menyelesaikan
sengketa yang syariah yaitu pada pembiayaan Murabahah. Metode yang
digunakan arbiter sudah sesuai dengan perundang-undangan dan sudah memiliki
kemampuan dan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa syariah. Penelitian
ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam
penelitian ini menjelaskan mengenai metode arbiter dalam menyelesaikan

sengketa syariah, namun dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu

8 Muhammad Ikhsan Supardin dan JM Muslimin, “Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah:
Analisis Komparasi”, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Makassar: UIN Alauddin, 2022).
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mengenai cara penyelesaian sengketea yang terjadi pada pembiayaan
Murabahah.”’
F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian ini, maka disajikan
sistematika penulisan, yaitu:

Bab | merupakan pendahuluan. Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang
unsur-unsur syarat suatu karya ilmiah, yang terdiri dari latar belakang masalah
sehingga diperlukan penelitiann, setelah itu dirumuskan masalah. Setelah adanya
rumusan maslah, maka dapat dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitiannya.
tinjauan pustaka juga dijelaskan pada bab ini yang dipergunakan untuk
memeriksa penelitian yang pernah ada. Metode penelitian juga termasuk dalam
bab ini yang akan memberikan bentuk penjelasan tata cara mendapatkan data
penelitian. Kemudian sistematika pembahasan diuraikan untuk menghantarkan
perumusan penelitian.

Bab Il merupakan landasan teori. Pada bab ini nantinya akan berisi
mengenai teori-teori yang akan digunakan pennulis untuk meneliti permasalah
yang diteliti. Pada bab ini penilti nantinya akan menjelaskan mengenai konsep
upaya penyelesaian sengketa pada pembiayaan murabahah bermasalah, dan
menjelaskan konsep Hukum Positif Indonesia dalam upaya menyelesaikan

sengketa pada pembiayaan murabahah bermasalah.

19 Mohammad Nur, “Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Antara Bank Syariah
— X dengan PT AS Di Badan Arbritase Syariah Nasional — Majlis Ulama’ Indonesia (BASYARNAS
MUI)”, Jurnal llmu Pendidikan Nonformal (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020).
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Bab 111 merupakan metode penelitian, adanya metode penelitian tersebut
dilakukan penulis untuk menganalisis hasil penelitian yang sudah dilakuakn
penulis dengan menggunakan metode-metode tersebut.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dari adanya hasil
penelitian tersebut peneliti mengolah menjadi data yang nantinya akan dibahas
juga pada bab ini. Adapun fokus permasalahan pada bab ini adalah gambaran
umum mengenai upaya penyelesaian sengketa pada pembiayaan murabahah
bermasalah dan tanggapan Hukum Positif Indonesia terhadap upaya penyelesaian
pembiaya bermasalah tersebut.

Bab V merupakan bab penutup yang nantinya akan berisi kesimpulan,
hasil dari apa yang sudah diteliti akan tertuang pada bab ini sekaligus menjawab
dari rumusan masalah. Adapun yang dimuat dalam bab ini adalah berupa

jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.



BAB Il
KONSEP UMUM TENTANG PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

MURABAHAH BERMASALAH SERTA PELELANGAN

A. Konsep Umum Pembiayaan Murabahah

1.

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian
fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan
deficit unit. Istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai | Believe, | Trust,
“saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan
yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku
shahibul mal menaruh kepercayan kepada seseorang untuk melaksanakan
amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil,
dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak.?

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 25
menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah, transaksi sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik,
transaki jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’,
transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard dan transaksi sewa

menyewadalam bentuk 7jarah. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan

2 Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, Jurnal Islamic Banking, Vol. 5, No. 2, Februari 2020, him.
101. https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/118., diakses tanggal 4 Agusutus

2023.

20
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diatas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang
mendapatkan pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka
waktu yang telah ditentukan dan disepakati wajib untuk mengembalikan
pembiayaan tersebut berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan
untuk transaksi dalam bentuk gard.?
2. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, murabahah berasal dari masdar yaitu ribh atau ar-ribh
yang memiliki arti keuntungan, laba dan faedah. Berasal dari kata rabiha
yang artinya beruntung, ribhan yang artinya berlaba dan warabahan yang
berarti laba.??> Murabahah adalah bentuk akad jual beli atas barang tertentu,
dimana barang yang diperjualbelikan disebutkan dengan jelas beserta
harganya oleh penjual kepada pembeli, dan kemudian penjual mensyaratkan
kepada pembeli atas laba/keuntutungan dengan jumlah tertentu.® Dalam
pengertian lain bahwa murabahah adalah bentuk akad jual beli dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan atas barang yang disepakati
bersama oleh penjual dan pembeli serta pengembaliannya dilakukan secara

angsur ataupun tunai sesuai kesepakatan bersama.?* Pada dasarnya

2L Qiti Saleha Madjid, “Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 Januari 2018, him. 98.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/download/1618/1323., diakses tanggal 4 agusutus
2023.

22 Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, “Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan
Murabahah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2016, him. 4.
https://docplayer.info/56383824-Penyertaan-akad-wakalah-pada-pembiayaan-murabahah-studi-di-
bni-syariah-cabang-kendari.html., diakses tanggal 5agustus 2023.

2 Asyura, dkk, Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Magashid
Syariah (Sleman: CV Budi Utama, 2021), him. 33.

24 Tri Setiyadi, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif Dan
Hukum Syariah”, Fiat Justita Jurnal llmu Hukum, Vol. 8, No. 3, 2014, him. 520.
https://scholar.google.co.id/citations?user=bZkJbmAAAAAJ&hI=id., diakses tanggal 7 agustus 2023.
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karakteristik dari akad ini adalah dimana penjual berkewajiban untuk
memberikan penjelasan mengenai harga perolehan suatu barang yang akan
dijual dan menyebutkan jumlah keuntungan yang akan diperoleh atau
ditambahkan dalam pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
Murabahah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan antara pemilik
harta atau pemodal dengan pihak yang membutuhkan melalui jual beli
dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, dan apabila sudah terjadi
kesepakata pada akan pembiayaan murabahah dalam menentukan harga
pokok dan keuntungan maka akan bersifat mengikat dan tetap. Sehinnga
harga suatu produk/barang tidak boleh berubah.

Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli. Sebagian besar
Ulama’ berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama dengan dasar
hukum jual beli pada umumnya. Dasar hukum yang dapat dijadikan pada
penerapan akad jual beli murabahah ini sebagai berikut:

a. QS. Al-Bagarah (2): 275
5 8555 e A 24
... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. (QS. Al-Bagarah: 275)
Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa jual beli itu halal
atau boleh dan riba itu haram. Bahwa riba memiliki unsur ketidakadilan

sedangkan jual beli tidak, riba sering diartikan sebagai tambahan uang
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atas modal yang didapat dengan cara yang dilarang oleh syara’.
Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa riba dilarang oleh syara’.®
Sedangkan jual beli murabahah mendapat legalitas dari hukum syara’
dan boleh digunakan dalam praktik pembiayaan di Bank Syariah karena

tidak termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur ribawi.?

b. QS. Al-Bagarah (2): 280

d}il;.f Vi‘:}fd‘ rg’”/ w / % u.‘\ cjlz\.e W _9.3 d\fd‘j

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan
(sebagai atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahuinya. (QS. Al-Bagarah: 280)

Ayat ini menjelaskan tentang kebijakan dalam masalah hutang
piutang serta perlindungan hukum terhadap orang yang berhutang yang
dalam kondisi belum mampu untuk membayar hutang agar diberikan
tangguh dalam pembayarannya, sebaliknya Allah juga memberikan
aturan kepada penghutang agar menjalankannya berdasarkan syariat,
dengan menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang lainnya.?’

c. QS. An-Nisa (4): 29

A5 52 e 555 51 Y bdly 1K 1S 1 15856y 184 a0 g

Ly 5 O B S gl 3 5

25 Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Ad-Deenar: Perbankan Syariah,
vol. 2, no. 1, 2018, him. 100. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/240.,
diakses tanggal 7 agustus 2023.

% Dimyauddin Djuwani, Pengantar Figih Muammalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),
him. 103.

2 Achmad Fahruddin, “Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur’an (Tinjauan
Tafsir Tabir Mafatikhul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi)”, At-Tawazun, vol. 8, no. 2, November 2020,
hlm. 96-97. http://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/36., diakses tanggal 7
agustus 2023.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jaln yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yangberlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang Kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

Dalam ayat ini Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman
untuk memakan harta diantara hamba-Nya dengan jalan yang batil.
Memakan harta dengan jalan yang batil cakupan luas, tidak hanya
memakan harta dengan jalan riba. Dan Allah memperbolehkan
perniagaan atas dasar suka sama suka, bisa diartkan mereka harus saling
merdhoi. Dalam perniagaan harus adanya kerelaan antara kedua belah
pihak dan masing-masing melakukannya dengan penuh kesadaaran.
Diakhir ayat ini Allah SWT melarang untuk membunuh dirinya sendiri,
artinya dalam bermuammalah konteks jual beli seorang pedangang tidak
akan mengambil untung sebanyak-banyaknya, begitu juga pembeli tidak
menawar barang sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang
akan diambil oleh pedagang. Oleh sebab itu keseimbangan dalam jual
beli ini diperlukan acara proporsional dan adil agar kedua belah pihak
saling menguntungkan.?®

d. Hadits Nabi Riwayat al-Baihagi dan Ibnu Majah:
W) 18 ey el Lo Al 0525 8 we oy 06,0800 st o 32
(Ol opl ammezy axle ply dged) oly)) ,uﬂ‘ﬁ Nl
Dari Abu Sa’id al-Khudari RA, sesungguhnya Rasulallah SAW

bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama
suka.” (HR. al- Baihaqi dan Ibnu Majjah)

8 Sujian Suretno, “Jual Beli”, hIm. 100.
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Dalam hadits ini Nabi Muhammad SAW memberikan prasyarat
pada akad jual beli bahwa harus ada kerelaan pada masing-masing pihak
ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang ada pada akad jual
beli murabahah,seperti menetukan harga pokok jual, keuntungan yang
akan diperoleh, cara pembayaran dan ketentuan lainnya yang disepakati,
harus terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, tidak bisa ditentukan
oleh salah satu pihak saja.?®

e. Kaidah Fikih:
ol 55 PERNE J,u 54 3= gy s & 3:;{!’\

“Pada dasarnya semua bentuk muammalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kadiah ini memeliki arti yang sangat luas dalam kehidupan
manusia. Mereka berhak melakukan apapun yang mereka inginkan
dalam hidup, baik itu pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan sabagainya,
selama tidaka ada alasan yang melarang atau mengharamkannya. Tidak
ada seorang pun yang berhak merlarang atau mencegah tanpa dalil
syara’ yang mengatur tentang larangan tersebut.

4. Ketentuan Transaksi
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa murabahah

adalah pembiayaan saling menguntungkan yan dilakukan oleh pemilik

2 Nurhayati, “Agad Al-Ba’i Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist Pada
Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah”, Jurnal Akuntansi, vol. 18, no. 1, 2017, him.
20. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/2511., dikases tanggal 7
agustus 2023.
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modal/hartadengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli

dengan ketentuan, sebagai berikut:

a.

Penjual dalam hal ini harus memberikan biaya sebagian atau seluruh
harga barang yang telah disepakati spesiifikasinya.

Penjual harus menggunakan identitas pribadi untuk membelikan barang
yang diperlukan oleh pembeli dan pembelian tersebut harus sesuai
dengan prinsip syari’ah, salah satunya tanpa riba.

Penjual memberikan keterangan harga pokok dan biaya yang diperlukan
kepada pembeli dengan sejujurnya.

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dengan
waktu yang telah ditemtukan secara sepakat dalam pembiayaan
Murabahah.

Pihak penjual diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian Kkhusus
dengan pembeli ddengan tujuan untuk mecegah terjadinya
penyalahgunaan akad.

Apabila penjual akan mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad tersebut harus dilakukan setelah barang sudah
menjadi hak milik penjual.

Apabila penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang,
penjual harus membelinya terlebih dahulu barang yang dipesan tersebut

dan pembeli harus menyempurnakan akad yang sah dengan penjual.
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h. Penjual diperbolehkan untuk meminta pembayaran uang muka kepada
pembeli saat menandatangani kesepakatan awal dala jual beli Murabahah
ini.

I.  Apabila pembeli kemudian menolak untuk melakukan pembelian barang
tersebut, maka biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tesebut.

j. Apabila uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh penjual, maka penjual dapat menuntut peggantia sisa
kerugian kepada pembeli.

k. Dalam pembayaran akad Murabahah ini bisa dilakukan dengan dua cara,
yaitu secara tunai dan cicilan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
oleh kedua belah pihak.

I.  Ketika pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran
cicilan, maka dia berhak diberikan keringanan pembayaran dalam bentuk
konversi dengan membuat akad baru dalam menyelesaikan kewajiban.*

Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan
penting dalam pembangunan negara, peran ini diwujudkan melalui fungsi
dari bank sebagai perantara keuangan, yaitu lembaga yang dapat
menghimpung dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya sebagai upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbankan sendiri dalam

% Kompilasi Ekonomi Syariah, him. 41-42.
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melakukan kegiatan usahanya bisa konvensional atau berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. %!

Perbankan yang berdasarkan prinsip syariah secara umum tidak
berbeda jauh dengan perbankan konvensional, bedanya perbankan syariah
harus patuh pada prinsip syariah. Perbankan syariah dalam menyalurkan
dana ke nasabahnya mempunyai berbagai cara dalam bentuk produk, salah
satunya yaitu menyalurkan dana melalui akad pembiayaan murabahah. Akad
Murabahah dalam perbankan syariah merupakan akad jual beli antara bank
dan nasabah. Dalam transaksi tersebut bank syariah sebagai pemodal atau
pemasok barang yang menjual barangnya kepada nasabah yang telah
memesannya. Keuntungan dalam transaksi ini merupakan keuntungan yang
didapat bank syariah sebagai akibat adanya akad antara bank dengan
nasabah, dimana dalam transaksi tersebut pihak bank selaku penjual harus
memberitahu terlebih dahulu mengenai harga pokok pembelian barang serta
jumlah keunntungan yang ditambah pada pembiayaan tersebut kepada
nasabah.

Pembiayaan Murabahah ini dapat digunakan dalam berbagai
pembiayaan, misal untuk pengadaan barang, pembangunan rumah atau yang
lainnya. Salah satu contohnya dalam pembiayaan pengadaan barang, dalam
hal ini bank syariah menggunakan prinsip akad jual beli Murabahah, seperti

dalaam pengadaan sepeda motor, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk

31 Mutiara, dkk, “Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah
(JIMPA), vol. 1 no. 2, 2021, him. 208. https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/39.,
diakses tanggal 7 agustus 2023.



29

investasi dan sejenisnya. Ketika seorang nasabah ingin membeli sepeda
motor melalaui bank syariah, nasabah dapat mengajukan permohonan
kepada bank syariah untuk bisa membelikannya sepeda motor. Kemudian
sebelum permohonan itu dipenuhi, pihak bank akan terlebih dahulu meneliti
keadaan nasabah (pembeli) layak atauu tidak mendapatkan pembiayaan
tersebut. Maka setelah dinyatakan layak, bannk syariah membeli sepeda
motor tersebut dan memberikannya kepada pemohon atau nasabah, sebelum
diberikan pihak bank terlebih dan nasabah terlebih dahulu menyepakati
keuntungan dari transaksi tersebut, cara pembayarannya, waktu
pembayarannya dan lainnya sesuai kesepakatan antara pihak bank syariah
dan nasabah.®?
6. Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Pelaksanaan system pembiayaan Murabahah pada bank syariah belum
dapat memberikan sebuah kepastian akan berjalan dengan lancar tanpa
kendala, dalam kenyataannya bank dihadapakan pada suatu kondisi adanya
penundaan pembayaran dari nasabah atas kewajiban cicilan hutang piutang
dengan suatu alasan tertentu. Jika berpijak dari adanya wanprestasi dapat
terwujud dalam tiga macam, yakni pihak nasabah sama sekali tidak
melaksanakan janji, pihak nasabah terlambat dalam melaksanakannya, dan

pihak nasabah melaksanakan tetapi tidak secara semestinya dan/tidak sebaik-

% Surayya Fadhilah Nasution, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di
Indonesia”, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, wvol. 6 no. 1, 2021, him. 143-144.
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7767., diakses tanggal 10 agustus 2023.
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baiknya.** Maka dari ketiga macam wanprestasi tersebut memberikan arah
yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan bentuk
wanprestasinya.

Disisi lain bank syariah sebagai lembaga profit yang bertujuan untuk
mencari keuntungan dan tidak mau rugi dalam kegiatan pebankannya,
kondisi diatas tersebut menjadikan konsekuensi yang harus dihadapi
terhadap kestabilan roda perbankan syariah. Dalam praktinya akad yang
dibuat oleh kedua belah pihak (nasabah dan bank) juga terdapat potensi
resiko keterlambatan pembayaran cicilan sehingga membuka peluang pihak
bank untuk memberlakukan denda atas keterlambatan pembayaran atau
penanganan jika terjadi kebangkrutan pada pihak nasabah.3

Meskipun bank dalam memberikan pembiayaan tidak menginginkan
bahwa dana yang telah diberikan akan menjadi bermasalah untuk itu bank
telah melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya
pembiayaan bermasalah, namun seringkali karena banyak faktor perjanjian
tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya atau kredit
menjadi bermasalah (Non Performing Financing). Wujud adanya masalah
dalam pembiayaan hal ini berupa tidak dilaksanakannya pembayaran
angusran secara tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan,
keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengangsur pada waktu

jatuh tempo sehingga menyebabkan bank yang menanggung resiko

% R. Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian (Bandung: Mandar Maju 2011),
him. 49.

% Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja, Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah
Dalam Bentuk Akta Otentik (Malang: Inteligensia Media, 2019), him. 250.
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pembiayaan. Dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan risk asset bank
yang mana asset tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu para
debiturnya. Resiko pembiayaan atau default risk adalah suatu resiko yang
disebabkan adanya kegagalan atau ketidakmampuan dalam mengembalikan
biaya pinjamannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan
dijadwalkan.®
7. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan Murabahah
bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan
upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat
preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan
diajukan, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan,
pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang
menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan
terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat
represif adalah upaya-upaya penanggulan yang bersifat penyelamatan atau
penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financing).®

Pada prinsipnya untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah yang

bermasalah ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu:

% Arum Ftriana Rohmah, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank
Syariah”,  Jurnal PRANATA, Vol. 1, No. 1  september 2019, him.  47.
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/12.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
?sequence=12&isAllowed=y., diakses tanggal 10 agustus 2023.

% Siti Saleha Majid, “penangan pembiayaan”, hlm. 103.
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a. Penyelamatan Pembiayaan

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah
istilah yang sering digunakan oleh kalangan perbankan terhadap upaya
atau langkah-langkah yang dilakukan oleh bank untuk mengatasai
pembiayaan bermasalah. Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat
melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang sedang
mengalami penurunan kemampuan membayar dan masih mempunyai
prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah
restrukturasi. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku
terhadap BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan,
yaitu 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PB/2008 tentang
restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha
syariah, sebagaimana telah diubah deng PBI No. 13/9/PBI1/2011, 2) Surat
Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 oktober 2008 perihal
restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha
syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS/2011.
Dari ketentuan Bank Indnesia diatas dapat disimpulkan bahwa
restrukturisasi adalah usaha yang dilakukan bank untuk membantu
nasabah yang masih mempunyai prospek usaha yang bagus agar dapat
menjalanakan usahanya kembali dan dapat melunasi kewajibannya

kepada bank.

3" Mariya Ulpah, “Strategi Penyelesaian”, him. 10.
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Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia diatas restrukturisasi
terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilaksanakan melalui:
1) Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Rescheduling merupakan bentuk perubahan terhadap jadwal
pembayaran nasabah terhadap pemenuhan kewajiban atau jangka
watunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah
atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh
tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan
kemampuan pembayaran.

2) Persyaratan kembali (Resconditioning)

Resconditioning merupakan perubahan terhadap sebagian atau
seluruh persyaratan pembiayaan tanpa adanya tambahan sisa pokok
kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.*® Antara lain
mleiputi: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran,
perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan
mudharabah dan musyarakah, perubahan proyeksi bagai hasil
terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pemberian
potongan.

3) Penataan kembali (Restructuring)
Restructuring merupakan perubahan persyaratan pembiayaan

yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi

¥ A. Wangasidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2010), him. 10.

3% Nur Wahid, Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif (Jakarta:
Kencana, 2021), him. 117.
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akaad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga
syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan
menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang
dapat disertai dengan rescheduling dan reconditioning.
b. Penyelesaian Pembiayaan
Penyelesaian pembiayaan merupakan upaya dan tindakan
penarikan kembali pembiaayan debitur yang sudah masuk dalam kategori
bermasalah, terutama yang sudah masuk masa jatuh tempo.*° Dalam fikih
Islam, apabila terjadi perselisihan tentang perkara ekonomi syariah maka
ada tiga proses penyelesainnya, yaitu: perdamaian, arbritase, dan
kekuasaan kehakiman. Proses perdamaian ini bisa dilakukan melalui dua
cara yaitu, pertama perdamaian yang dilakukan tanpa adanya perlibatan
pihak ketigadan hal ini bersifat final melalui cara musyawarah mufakat,
kedua proses perdamaian yang melibatkan pihak ketiga yaitu badan
peradilan® dalam hal ini hakim membuatkan bukti pernyataan bahwa
kedua belah pihak telah melakukan perdamaian tanpa adanya suatu
paksaan.
Apabila proses perdamaian tidak mendapatkan kesepakata, maka
dapat dilanjutkan melalui badan arbritase atau tahkim. Arbritase adalah
proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua belah pihak dimana

adanya campur tangan pihak ketiga dengan pengangkatan seseorang atau

0 Maria Ulpa, “Strategi Penyelesaian”, him. 11.

# Muhammada Iklas Supardin dan JM Muslimin, “Sengketa Pembiayaan Akada Murabahah
(Studi Komparassi), Al Daulah, vol. 11 no. 2 Desember 2022, hlm. 133. https://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/30519., diakses tanggal 20 agustus 2023.
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badan hukum sebagai penengah terhadap permasalahannya, sesorang
atau badan hukum tersebut biasa disebut dengan “Hakam”.*> Dan
apabila proses ini tidak mendapatkan perdamaian, maka dapat
dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu, kekuasaan kehakiman.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Hukum Positif
Indonesia dapat dilalui melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non
litigasi. Jalur litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa ekonomi
syariah melalui lembaga peradilan atau pada saat ini sudah menjadi
kewenangan peradilan agama. Sedangkan non litigasi merupakan proses
penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa melibatkan lembaga
peradilan. Lembaga peradilan agama dalam hal menyelesaikan sengketa
ekonomi syariah tidak sama dengan penyelesaian diluara peradilan
agama, sejatinya peradilan agama akan melihat isi dari perjanjian yang
telah dibuat oleh kedua belah pihak dan apabila isi perjanjian
menggunakan prinsip-prinsip syariah maka sudah menjadi kewenangan
bagi peradilan agama untuk membantu menyelesaikan sengketa yang

telah terjadi.

B. Konsep Umum Hak Tanggungan

1.

Pengertian Hak Tanggunan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang

yang dijadikan jaminan, sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan

atas pinjaman yang diterima. Kata jaminan sendiri berasal dari bahasa

2 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 430.
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Belanda yaitu Zakerheid atau cautie, yang memiliki arti cara-cara kreditur
menjamin terpenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban debitur
secara umum terhadap barang-barang tersebut.*®* Dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996, hak
tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk
pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur ternadap kreditur-kreditur lain.
2. Dasar Hukum Hak Tanggungan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun
1996, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pembebanan hak atas tanah adalah bab 21 Buku Il KUHPerdata yang
berkaitan dengan hipotek, dan credietverband dalam staatblaad 1908-542
sebagaimana telah diubah dengan staadblaad 1930-190. Kedua ketentuan
tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan kegiatan perkreditan di Indonesia. Ketidaksesuaian ini karena
pada peraturan lam yang dapat dijadikan obyek hipotek dan credietverband
hanyalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.

Lahirnya undang-undang hak tanggungan karena adanya perintah

dalam pasal 51 UUPA yang berbunyi “Hak Tanggungan yang dapat

# Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja
GrafindoPersada, 2005), him. 21.
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dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut

dalam pasal 25, pasal 33, dan pasal 39 diatur dalam undang-undang. Tetapi

dalam pasal 57 UUPA, disebutkan bahwa selama undang-undang hak

tanggungan belum terbentuk maka digunakan ketentuan tentang hipotek

sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan credietverband.

. Asas-asas Hak Tanggungan

Asas-asas hak tanggungan tersebar dan diatur dalam berbagai pasal

dan penjelasan dari UUHT. Asas-asas hak tanggungan tersebut adalah:

a

Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak
tanggungan (pasal layat (1) UUHT)

Tidak dapat dibagi-bagi (pasal 2 ayat (1) UUHT

Hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada (pasal 2 ayat (2)
UUHT)

Dapat dibebankan selain tanah juga berikut bend-benda laiin yang
berkaitan dengan tanah tersebut (pasal 4 ayat (4) UUHT)

Dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru
akan ada dikemudian hari (pasal 4 ayat (4) UUHT) dengan syarat
diperjanjikan dengan tegas

Sifat diperjanjikannya adalah tambahan (accesoir),(pasal 10 ayat (1),
pasal 18 ayat (1) UUHT)

Dapat dijadikan untuk utang yang baru akan ada (pasal 3 ayat (1) UUHT)

Dapat menjamin lebih dari satu utang (pasal 3 ayat (2) UUHT)
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Mengikuti objek dalam tangan siapapun objek itu berada (pasal 7
UUHT)

Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan

Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu (pasal 8, pasal 11 ayat (1)
UUHT)

Wajib didaftarkan (pasal 13 UUHT)

Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti

Dapat dibebankan disertai dengan janji-janji (pasal 11 ayat (2) UUHT)

4. Subjek dan Objek Hak Tanggungan

a.

Subjek Hak Tanggungan
Mengenai subjek hak tanggungan ini diatur dalam pasal 8 dan 9

UUHT, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi

subjek hukum dalam hak tanggungan adalah subjek hukum yang terkait

dengan perjanjian pemberi hak tanggungan. Didalam suatu perjanjian
hak tanggungan terdapat dua pihak yang mengikatkan dirinya, yaitu:**

1. Pemberi Hak Tanggungan, yaitu orang perorangan atu badan hukum
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
terhadap objek hak tanggungan pada saat pendaftaran hak
tanggungan itu dilaksanakan.

2. Penerima Hak Tanggungan, yaitu orang perorangan atau badan
hukum vyang berkedudukan sebagai pihak yang mendapatkan

pelunasan atas piutang yang diberikan.

4 Andrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), him. 54
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b. Objek Hak Tanggungan
Objek hak tanggungan meliputi hak atas tanah, namun tidak
semua hak atas tanah dapat menjadi jaminan hutang dengan dibebani
hak tanggungan, hanya hak atas tanah atau benda yang memenuhi
persyaratan dibawah ini:*

1. Hak atas tanah yang hendak dijaminkan hutang harus bernilai
ekonomis.

2. Hak atas tanah tersebut harus didaftarkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak atas tanah tersebut sifatnya harus bisa dipindah tangankan, agar
apabila diperlukan dapat segera direalisasikan untuk pelunasan
hutang.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUHT menyebutkan bahwa hak atas
tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:

1. Hak Milik

2. Hak Guna Usaha

3. Hak Guna Bangunan

Hak atas tanah seperti ini merupakan hak-hak yang sudah

dikenal dan diatur didalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Namun selain hak-hak tersebut, ternyata dalam pasal 4 ayat (2) UUHT

5 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 351.
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ini memperluas hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan
hutang selain hak-hak atas tanah sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1)
UUHT, obyek hak tanggunga dapat berupa: hak pakai atas tanah negara
dan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri
diatas tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak
pakai yang diberikan oleh negara.

Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan bahwa hak guna
bangunan dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak
tanggungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996
tentang hak tanggungan ada tiga macam hak guna bangunan, yaitu Hak
Guna Bangunan atas Tanah Negara, Hak Guna Bangunan atas tanah
Hak Pengelolaan, dan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik.

5. Pendaftaran Hak Tanggungan
Pemberian hak tanggungan yang dituangkan dalam APHT harus
diikuti dengan pendaftaran yang dibukukan dalam buku tanah di Kantor
Pertanahan, yang sekaligus menentukan lahirnya hak tanggungan. Dimana
kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 13 UUHT yang menjelaskan
bahwa:*°
a. Pemberian hak tanggunga wajib didaftarkan pada kantor pertanahan.
b. Selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatangan Akta Pemberian
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)

UUHT, PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan

*®Angga Karunia Putra, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan Oleh
Balai Lelang Swasta Dalam Usaha Khusus Pada Bidang Jasa Lelang”, Tesis tidak diterbitkan
(Semarang: UNISSULA, 2022), him. 20.
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yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor
Pertanahan.

c. Pendaftaran hak tanggungan sebagaiman dimaksud pasal 13 ayat (1)
UUHT dilakukan oleh kantor pertanahan dengan membuatkan buku
tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah
yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut
pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan yang memuat irah-irah
“DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Tanggal buku tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada pasal
13 ayat (3) UUHT adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara
lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya.

e. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan
sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4).

6. Peralihan Hak Tanggungan
Pada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak yang

lain. Peralihan hak tanggungan dapat diatur pada pasal 16 dan 17 UU No. 4

Tahun 1996. Peralihan hak tanggungan dapat dilakukan dengan cara:

a. Cessi, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditur
pemegang hak tanggungan kepada pihak lainnya. Cessi harus dilakukan

dengan akta autentik dan akta dibawah tangan, secara lisan tidak sah.
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Subrogasi, yaitu penggantian kreditur oleh pihak ketiga yang melunasi
hutang debitur.

Pewarisan

Sebab-sebab lainnya, misalnya pengambilalihan atau penggabungan
perusahaan sehinggan menyebabkan beralihnya piutang dari perusahaan

semula kepada perusahaan baru.

7. Hapusnya Hak Tanggungan

Berdasarkan pasal 18 UUHT yang menetukan bahwa hak tanggungan

hapus karena hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan

Hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya
dilakukan dengan  pemberian  pernyataan tertulis mengenai
dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan
kepada pemberi hak tanggungan.

Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan
berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan terjadi karena
permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan agar
hak atas tanah yang dibelinya dibersihkan dari beban hak tanggungan.
Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang
dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang

dijamin.
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C. Konsep Umum Lelang
1. Pengertian Lelang

Dalam literatur figih muammalah banyak ditemui pembahasan tentang
jual beli dan pembagiannya, hal ini tentu saja relevan dengan kebutuhan
masyarakat yang cenderung membutuhkan varian dari jual beli untuk
memenuhi kebutuhan transaksi mereka yang variatif sesuai dengan kondisi
dan keadaan. Pelelangan dalam figih mu’ammalah dapat disebut dengan
istilah Muzayyadah. Lelang merupakan bentuk jual beli, akan teatapi
terdapat perbedaan secara umum antara jual beli biasa dengan lelang, jual
beli biasa pada umumnya terdapat hak untuk memilih, sedangkan dalam
lelang tidak terdapat hak untuk memilih serta pelaksanaanya dilakukan
terbuka dan dipan muka umum.#

Jual beli yang dilakukan secara lelang tidak termasuk dalam hal riba
meskipun dalam islam disebut dengan ba i al-muzayyadah. Dalam ba’i al-
muzayyadah ini yang bertambah adalah penawaran harga yang terus
meningkat yang dilakukan oleh pihak penawar sebagai calon pembeli, oleh
karena itu jual beli lelang ini pihak penawar lebih dari satu orang dan
penawaran sekaligus dilakukan secara langsung sehingga penjual akan
memberikan barang atau obyek transaksi tersebut kepada penawar yang telah
menetapkan harga yang paling tinggi diantara para penawar yang lainnya.
Sedangkan dalam hal riba tambahan itu dimaksudkan kelebihan dari

pinjaman pokok sehingga pihak pengutang diharuskan untuk melebihkan

47 Aiyup Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (tk: kiswah,
2004), him. 3.
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pembayaran kepada pihak pemilik hutang sebagai keuntungan yang
ditetapkan diawal.*®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lelang dapat diartikan
sebagai penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran atas-mengatasi
yang dipimpin oleh pejabat lelang. Menurut M. Marwan dan Jimmy. P dalam
kamus Dictionary Of Law Complete Edition lelang diartikan sebagai bentuk
penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan
didepan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi
sebagai pembeli lelang, setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan
peminat atau calon pembeli.*® Sesuai dengan perkembangan, pengertian
lelang dapat dijumpai pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan
Mentri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanakan
lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan
No.106/PMK.06/2013, yang menyatakan “lelang adalah penjualan barang
yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau
lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi
yang didahului dengan pengumuman lelang”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020
Tentang Petunjuk Lelang Pasal 1 menyebutkan Lelang adalah penjualan

barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis

8 Reza Fahmi, “Pelelangan Objek Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang
Banda Aceh Melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam Perspektif Ba’i Al-
Muzayyadah” Jurnal Kajian llmu Hukum dan Syariah, vol. 3 no. 1 2018, him. 51. https://petita.ar-
raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/36., diakses tanggal 24 agustus 2023.

49 Rachmadi Usman, Hukum Lelang (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 20.
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dan/atau lisan yang semakin meningkat dan menurun untuk mencapai harga
tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam hal penawaran
lelang secara lisan dilakukan bersamaan dengan penawaran lelang secara
tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang dengan
penawaran terbuka ataupun tertutup. Penawaran terbuka yaitu penawaran
yang diajukan oleh peserta lelang dan dapat diketahui oleh peserta yang lain,
sedangkan penawaran secara tertutup yaitu penawaran yang diajukan melalui
email kepada pihak KPKNL sehingga jumlah penawaran tidak dapat
diketahui oleh peserta lainnya.*
2. Dasar Hukum Lelang

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli walaupun dengan cara
yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-
syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Dasar hukum
yang dapat dijadikan pada penerapan akad jual beli lelang ini sebagai
berikut:

a. QS. An-Nisa’ (4): 29:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yagn berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, susungguhnya Allah
Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’:29)

% Rifca Dwi Lismawati, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Lelang
Jamninan Dalam Mengurangi Resiko Penurunan Pendapatan Bank”, Skripsi tidak diterbitka
(Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), him. 36.
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Semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka
sama suka baik itu dari perbuatan maupun ucapan maka itu
diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah SWT, dasar
dalam sebuah transaksi adalah rasa ridho dari kedua belah pihak dan
resiko dari transaksi itu adalah kesepakatan kesepakatan yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad. Hal ini menunjukkan rasa
itulah yang menjadi sebab diperbolehkannya jual beli lelang, maka
penjual dan pembeli sudah suka sama suka dan pelaksanannya dengan
rasa rela maka hukumnya adalah halal kecuali mengandung sesuatu yang
diharamkan oleh Allah SWT.

Hadist Nabi riwayat Abu Daud
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Dari Anas bin Abdul Malik bin Amru bahwa Rasulullah SAW
pernah menjual alas pelana dan gelas, lalu beliau menawarkan,
“siapa yang akan membeli alas pelana dan gelas ini?” seseorang
berkata “saya akan membelinya seharga satu dirham” Rasulullah
menawarkan lagi “siapa yang mau membelinya lebih dari satu
dirham?” lalu seorang laki-laki memberinya dua dirham, beliau
pun menjual kepadanya. (HR. anas bin Abdul Malik)

Jika dilihat dari hadits tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli
secara lelang sudah pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dan telah
dilaksankan secara terang-terangan didepan umum untuk mendapatkan

harga yang lebih tinggi dari para penawar yang ingin membeli suatu
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barang. Dengan demikian jual beli secara lelang ini sudah ada sejak

zaman Rasulullah dan sudah berkembang sampai saat ini.

c. Hukum Positif

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgeerlijk Wetbook)
Reglement Indonesia yang diperbaharui atau RIB (Het Herziene
Indonesisch Regelement atau HIR)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang
petunjuk pelaksanaan lelang yang menggantikan peraturan menteri
keuangan no 106/PMK.06/2013

Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri  Keuangan = Nomoro
174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas |

Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang
Petunjuk Pejabat Lelang kelas Il yang menggantikan Peraturan
Meneteri Keuangan Nomor159/PMK.06/2013

Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 Tentang
Perubahan  Atas Peraturan Meneteri Keuangan  Nomor
176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang

Peraturan Direktur Jendaral Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017

Tentang Risalah Lelang

3. Jenis-jenis Lelang

Secara garis besar lelang dapat dikategorikan menjadi tiga bagian

yaitu, sebagai berikut:
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a. Lelang Eksekusi
Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusanatau
penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan
dengan itu atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.
b. Lelang Non-Eksekusi Wajib
Lelang Non-Eksekusi Wajib adalah lelang barang inventaris
intansi pemerintah pusat/daerah dalam rangka penghapusan barang
milik/dikuasai negara yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang
menguasai atau memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan harus dijual secara lelang.
c. Lelang Non-Eksekusi Sukarela
Lelang Non-Eksekusi  Sukarela adalah lelang untuk
melaksanakan penjualan barang milik swasta, perorangan atau badan
hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.
4. Lelang Menurut Hukum Islam
Transaksi muammalah kontemporer memberikan pengertian terhadap
lelang sebagai suatu bentuk penjualan yang dilakukan dihadapan umum
dengan mekanisme diawali dengan penawaran nilai harga rendah hingga
selanjutnya semakin naik dan berakhir diberikannya barang kepada pembeli
yang memilik harga tawaran yang paling tinggi. Meskipun jual beli lelang

dinamai dengan Muzayyadah yang secara keabsahan bermakna tambahan

. Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik (Depok:
Kencana, 2017), him. 39.
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seperti arti dari kata riba, namun dalam jual beli lelang yang dimakud
dengan tambahan yaitu pertambahan penawaran harga dalam akadnya.
Sedangkan dalam riba arti dari tambahan yang dimaksud yaitu suatu
tambahan yang dihharamkan dan sesuatu yang tidak ada kesepakatannya
diawal akad transaksi.?

Dalam agama Islam terdapat duat kategori praktik jual beli yang
terlarang, yaitu jual beli yang pelarangannya tidak berdampak terhadap
batalnya jual beli, serta jual beli yang pelarangannya berdampak terhadap
batalnya jual beli. Jual beli yang pelarangannya tidak berdampak tehadap
batalnya jual beli yaitu menawar barang yang seddang atau dalam tawaran
orang lain yang telah menawar barang terlebih dahulu darinya, jual beli
tersebut hukumnya dilarang akan tetapi jual belinya tetap sah. Mengenai
hukum sistem lelang, terdapat ulama’ yang memperbolehkan praktiknya dan
adapula yang tidak memperbolehkannya. Diantara ulama’ yang
membolehkannya mereka mengambil dasar suatu contoh yang pernah
dilakukan ooleh Rasulullah pada zamannya yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’l dan Tirmidzi.

Untuk sahnya setiap usaha berupa perjanjian atau perbuatan, baik
perbuatan itu menyangkut dengan ibadah mapun muammalah diharuskan
untuk memenuhi ketentuan syara’ berupa rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun rukun dalam jual ba i al-muzayyadah adalah sebagai berikut:>

%2 Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sisitem
Lelang”, Jurnal Hukum Al Adl, vol. 12 no. 2 Juli 2020, him. 228.
% Reza Fahmi, “Pelelangan Barang Jaminan”, hlm. 52-53.
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al-ba’i (penjual) dan al-musytari (pembeli). Keduanya hendaknya
rasyid (dewasa, mengerti) tidak safih (sempurna akalnya) dan bukan
anak-anak yang belum diizinkan untuk melaksanakan transaksi jual
beli.
Al-mabi’ (barang yang dijual), keadaannya harus barang yang mubah
(boleh dijual), bisa diserahkan, dan diketahui oleh pembeli walaupun
hanya sifat-sifatnya.
Sigat (perjanjian jual beli), yaitu ijab (penyerahan), dan qabul
(penerimaan).
Saling meridhal, tidak sah jual beli tanpa keridhaan kedua belah pihak.
Sedangkan untuk syarat jual beli muzayyadah adalah sebagai berikut:
Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal
tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang
dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak.
Kejujuran dalam bertransaksi

Islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh
terhadap niali-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan
mengenai barang yang dijual. Apabilan barang yang dijual terdapat
kerusakan dan penjual tidak memberitahu kepada pembeli, maka
penjual telah melanggar syariah. Seperti halnya dalam jual beli lelang,
peserta lelang hendaknya diberitahu mengenai proses lelangnya dan

kriteria barangnya.
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c. Larangan jual beli najsy
Najsy menurut syariat berarti menaikkan harga barang yang
terjadi akibat kolusi antara pembujuk dan penjual. Misalnya dalam
suatu pelelangan, ada penawaran atas barang dengan harga tertentu,
kemudian ada seseorang menaikkan harga tawarannya, padalah orang
tersebut tidak berniat untuk membelinya, dia hanya ingin memancing
peserta lain untuk menaikkan harga tawarannya dan menipu.
d. Tidak menawar ulang harga yang telah disepakati
Praktik yang diharamkan pada jual beli muzayyadah adalah
apabila telah mencapai kesepakatan dan kemudian ada seseorang yang
menawarnya lagi sehingga merusak kesepakatan tersebut maka cara
tersebut adalah cara yang diharamkan.
5. Eksekusi Lelang Hak Taggungan
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020
Tentang Petunjuk Lelang menyebutkan Lelang adalah penjualan barang yang
terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan
yang semakin meningkat dan menurun untuk mencapai harga tertinggi yang
didahului dengan pengumuman lelanghukum. Kedudukan lelang dalam
kerangka sistem hukum Indonesia sebagai sarana penjualan yang diperlukan
guna melengkapi sistem hukum yang telah dibuat terlebih daulu (BW, HIR,
dan Rbg).>* Penjualan barang secara lelang dirasakan sebagai alternatif yang

tepat karena suatu sistem penjualan yang selain harus menguntungkan
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penjual dan juga harus memenuhi rasa keadilan (karena penjualannya secara
terbuka, obyektif, kompetitif dan dapat dikontrol langsung oleh masyarakat),
keamanan (karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat
lelang), kecepatan (karena adanya pengumuman lelang sehingga
peminat/peserta dapat terkumpul pada saat hari lelang), dan diharapkan dapat
mewujudkan harga wajar dan menjamin adanya kepastian hukum.*
Berdasarkan pasal 20 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Hak
Tanggungan eksekusi atas benda jaminan hak tanggungan terdapat tiga cara
yang bisa ditempuh, yaitu:
a. Parate Eksekusi
lalah pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil
penjualan tersebut. Didalam praktik Eksekusi parate ini lebih efektif
dibandingkan dengan ekesekusi melalui fiat pengadilan, karena dalam
eksekusi melalui fiat pengadilan dalam pelaksanaannya memerlukan
birokrasi yang panjang, yaitu harus menyertakan KPKNL (Pasal 5 Vindu
Reglement, Peraturan Menteri keuangan No. 93/PMK 06/2010, PMK
NO. 174/PMK 06/2010, dan Parate Eksekusi lebih murah.®® Prinsip

perlindungan hukum dalam pelaksanan parate eksekusi yaitu adanya

% Tomi Yoshua Pardede, ‘“Pelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan
Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang” JOM Fakultas
Hukum  Universitas  Riau, vol. X edisi 1 Januari-Juni 2023, him. 4.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/34037., diakses tanggal 24 agustus 2023.

% R. Suharto, “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, Law, Development & Justice Revie, vol.
2 no. 2 Oktober 2019, him. 191. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/6315., diakses
tanggal 24 agustus 2023.
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kemudahan, waktu yang cepat, dan biaya yang murah untuk
mendapatkan piutang kreditor sehubungan dengan prosedur penjualan
obyek hak jaminan atas kekuasaan sendiri,tanpa adanya sita jaminan dan
sita eskskusi serta tanpa fiat pengadilan.
Titel Eksekutorial

Titel Eksekutorial tercantum dalam sertifikat hak tanggungan,
maka bila debitor dinyatakan cidera janji kreditor sebagai pemegang hak
tanggungan dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan yang
bersangkutan untuk mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan
obyek hak tanggungan tersebut. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial
yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 224 HIR/258 Rbg, maka
prosedur yang dapat dilakukan oleh kreditor selaku pemegang hak
tanggungan adalah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan
penetapan kepada ketua pengadilan negeri ataupun pengadilan agama,
agar nantinya ketua pengadilan menerbitkan penetapan untuk sita
eksekusi atas obyek hak tanggungan agar eksekusi dapat dijalankan.
Pelakasanaan eksekusi hak tanggungan juga dapat dilihat pada putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3210/K/PDT/1984
yang mana dalam putusan tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan
lelang harus tetap melalui fiat pengadilan dan baru dapat dilaksanakan
Eksekusi Lelang Hak Tanggungan.

Penjual Dibawah Tangan
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Eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan diatur dalam
pasal 20 ayat (2) UUHT yang menyatakan atas kesepakatan pembeli
dengan pemegang hak tanggungan, maka penjualan obyek hak
tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, bilamana demikian itu
akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
Pelaksanaan penjualan yang dimaksud hanya dapat dilakukan setelah
lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi
dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikitnya dalam dua surat
kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan danatau media massa
setempat serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.®’

Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan tanpa melalui fiat
pengadilan, asalkan sebelumnya ada kesepakatan antara kedua belah
pihak. Dengan demikian penjualan dibawah tangan dapat digolongkan
kedalam jalur nonlitigasi maupun litigasi. Eksekusi secara dibawah
tangan yang ditujukan untuk dapat memperooleh harga tertinggi yang

menguntungkan semua pihak.>®

" Anton Suyatno, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi
Jamina Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2016), him. 128.
%8 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 492.
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BAB IlI
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan
1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) atau bisa disebut sebagai studi kasus (case study) yang
bertujuan untuk memahami keadaan konteks dengan cara menggambarkan atau
mendeskripsikan keadaan sekitar dengan terprinci, maupun fakta yang terjadi
dilapangan.®®Jenis penelitian ini bisa dikatakan dengan berdasarkan interaksi
pribadi dengan subyek penelitian dalam setting mereka sendiri. Metode penilitian
lapangan termasuk juga melaksanakan survei, wawancara baik informal maupun
terstruktur, percobaan lapangan dan dikenal sebagai observasi®. Penelitian
kualitatif dicirikan sebagai penelitian lapangan, karena penelitian ini seorang
peneliti bertindak sebagai komponen utama, tetapi yang lainnya hanya sebagai
penunjang.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah dengan
pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai
perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak
tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.®* Dimana

dalam penelitian hukum ini menganalisis tentang penerapan hukum dalam

% Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif (Surakarta: t.p., 2014), him. 4.
8 Carles Boix and Susan C, Handbook Perbandingan Politik (t.k.: Nusamedia, Mei 2021),

him.32.

80.

1 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.
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kenyataan terhadap individu, kelompok, masyarakat, menitikberatkan pada

perilaku individu atau masyarakat, organisai atau lembaga hukum dalam

kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Fokus penelitian ini

ditujukan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dilapangan yaitu mengenai

praktik penyelesaian sengketa pada pembiayaan Murabahah melalui lelang yang

nantinya akan ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Dan nantinya penelitian ini

akan dilakukan di KPKNL yang beralamat di Tanjung, Purwokerto Selatan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

2.

Dalam penelitian kualitatif, subjek dari penelitian merupakan orang
dalam dilingkungan penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek
penelitian juga bisa disebut sebagai orang yang memberikan informasi
mengenai situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian.®? Berkenaan
dengan pengertian diatas, subjek dari penelitian ini adalah Bapak Bachtiar Ari
Murti  selaku pejabat lelang yang berada dikantor KPKNL yang
melaksanakan proses penjualan jaminan atas dasar permintaan dari pihak
bank yang menyelesaikan sengketa pada pembiayaan bermasalah.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang digunakan peneliti yaitu mengenai

penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui lelang perspektif

Hukum Positif Indonesia.

62 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), him. 61.
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C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

2.

Data Primer merupakan bentuk keterangan yang didapatkan langsung
dari sumbernya®®. Pada penelitian ini nantinya data primer yang akan
diperoleh peniliti bersumber dari hasil wawancara langsung dengan
melakukannya secara tatap muka, mencatat dan media lainnya sebagai
metode untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini
yang menjadi data primer adalah informasi yang diperoleh dari Bapak
Bachtiar Ari Murti selaku pejabat lelang yang telah melakukan proses
penjualan barang jaminan atas dasar perintah dari pihak bank yang
menyelesaikan sengekta pembiayaan bermasalah. Wawancara ini akan
dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang yang beralamat
di Tanjung, Purwokerto Selatan.

Data Sekunder

Data sekunder adalah penjelasan yang diperoleh secara tidak langsung
dari sumbernya. Dapat juga diartikan dengan penjelasan yang diperoleh dari
hasil riset yang sudah diteliti oleh orang lain, bukan oleh periset sendiri®,
Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh peneliti dilakukan dengan
penelitian kepustakana ( library reseach), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

8 Bagja Waluyo, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat (Bandung: PT Setia

Purna Inves, 2007), him. 79.

34.

8 Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), him.
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2) Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
3) Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.
4) Peraturan Menteri Keuangan No. 2133/PMK.06/2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
5) Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian
Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.
6) Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai sumber hukum primer, seperti rancangan undang-undang,
kajian penelitian, dan pendapat ahli hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
D. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data
Dalam mengumpulkan data peneliti, peneliti menggunaka beberapa
teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara
Wawancara adalah suatu jenis bentuk tanya jawab dengan informan

guna untuk memperoleh keterangan, penjelasan, pendapat, fakta, dan bukti
tentang suatu masalah atau peristiwa yang terjadi. Dengan teknik wawancara

ini, seseorang dapat memperoleh jawaban yang tepat atas pertanyaan-
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pertanyaan yang telah diajukan®. Pada teknik wawancara ini peneliti
nantinyan akan mewawancarai langsung kepada pejabat lelang yang telah
melakukan proses penjualan barang jaminan atas dasar perintah dari pihak
bank yang menyelesaikan sengekta pembiayaan bermasalah.
2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri informasi tentang
objek tersebut yaitu dengan menemukan hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, risalah, rapat, agenda, dan lain
sebagainya. Dalam hal ini nantinya peneliti akan mengambil data dari surat
kabar, atau jurnal yang memuat permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti
tersebut yaitu Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian
Pembiayaan Murabahah Bermasalah Perspektif Hukum Positif Indonesia.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dimaksudkan dan pencatatan
sistematis dari satu atau lebih langkah yang dituju dalam rangka penelitian,
guna mendapatkan penjelasan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu
masalah yang dihadapi®. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi
untuk mendapatkan informasi tentang praktik penyelesaian pembiayaan
bermasalah melalui lelang perspektif Hukum Positif Indonesia, peneliti
melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data primer dan
sekunder, mulai dari latar belakang, mekanisme, system dan praktik yang

diterapkan oleh para pihak.

8 Fadallah, Wawancara (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), him.3.
6 Samsu, Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes
Methods, Serta Research dan Development (Jambi: Pusaka, 2017), hllm. 98.



60

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses dalam menelaah hasil
pengolahan data-data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh
sebelumnya. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum
empiris yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan suatu cara analisis penelitian
yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang
diteliti dan dipelajari secara utuh®’. Sifat analisis dalam penilitian hukum empiris
adalah preskiptif yaitu analisis yang dimaksudkan untuk memberikan
argumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai
benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau
peristiwa dari hasil penelitian.®® Dalam hal ini penulis akan mengemukakan
analisis dalam bentuk urain tertulis, dan setelah data terkumpul maka selanjutnya
penulis akan menganalisis data yang diperoleh daris hasil penelitian, dan natinya
data tersebut akan diolah dengan sedimikan rupa sehinggan mendapatkan suatu
kesimpulan yang disajikan secara deskriptif yaitu sesuai permasalahan yang
terjadi yaitu penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada

Bank Syariah Indonesia.

106.

7 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, him. 105.



BAB IV
ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAHBERMASALAH
A. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan pihak bank syariah kepada
nasabah harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) demi untuk mewujudkan sistem perbankan yang
kuat. Meskipun pihak manajemen Bank Syariah Indonesia telah mengikuti
seluruh rule yang sudah ditetapkan namun tetap saja muncul pembiayaan
bermasalah sehingga mengakibatkan potensi kerugian bagi bank dan pihak
nasabah yang telah menginvestasikan dananya kepada bank tersebut.

Dalam Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt tentang gugatan
perlawanan lelang dijelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia selaku kreditur
dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah langkah awal yang diambil yaitu
mengirimkan surat peringatan kepada nasabah yang telah ingkar janji terhadap
kewajibannya. Surat peringan pertama (SP1) dapat diartikan sebagai status
pembiayaan debitur akan diturunkan dari pembiayaan dalam perhatian khusus
menjadi pembiayaan kurang lancar, setelah seminggu dikirimnya SP1belum juga
ada iktikaad baik dari debitur, maka bank berhak menerbitkan SP2. Surat
peringatan kedua (SP2) dapat diartikan sebagai pembiayaan yang tadinya
dikatakan kurang lancar menjadi status pembiayaan yang diragukan, namun
seminggu setelah adanya SP2 belum ada respon dari debitur maka bank berhak

menerbitkan SP3. Surat peringatan ketiga (SP3) dapat diartikan sebagai status
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pembiayaan menjadi pembiayaan bermasalah/macet. Hal tersebut dilakukan oleh
Bank Syariah guna untuk membantu nasabah yang mengalami suatu
permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.®

Menurut Fatwa DSN No.4/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada
fatwa kelima dijelaskan bahwa ‘“apabila nasabah dengan sengaja menunda
pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tecapai
kesepakatan musyawarah”. Jika sengketa yang dibawa di Badan Arbritase
Syariah Nasional juga tak kunjung selesai maka Bank Syariah Indonesia dapat
menyelesaikan melalui Pengadilan Agama. Pada umumnya Bank Syariah
Indonesia dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi melihat akan melihat isi
dari perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan Bank Syariah Indonesia. Hal
tersebut juga dijelaskan dalam Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt bahwa
dalam isi pasal 18 Akad Pembiayaan @ Murabahah  Nomor
068/MRB834/80001/VI1/16 menyatakan apabila tidak dilakukan secara
musyawarah mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini
di lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama Purwokerto. Bahwa melihat isi dari
Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt Bank Syariah telah membawa sengketa
ini ke Pengadilan Agama Purwokerto setelah tidak adanya iktikad baik atau
respon dari nasabah terkait surat peringatan yang telah dikirimkan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasnya Bank Syariah

Indonesia dalam menyelesaikan sengeketa dengan nasabah, dilakukan dengan

8 putusan Nomor 2118/Pdt.G/2022/P A.Pwt tentang gugatan perlawanan lelang, him. 3-4.
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upaya musyawarah mufakat dengan mengirimkan surat peringatan kepada
nasabah, dan apabila tidak tercapai sebuah kesepakatan atau tidak adanya iktikad
baik, Bank Syariah Indonesia membawa sengeketanya ke Pengadilan Agama.

Pada umumnya upaya Yyang biasa dilakukan untuk mengurangi
pembiayaan bermasalah, yaitu Bank Syariah mensyaratkan adanya barang
jaminan yang berupa BPKB ataupun sertifikat tanah sebelum pembiayaan
tersebut dapat dicairkan. Pejelasan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Bachtiar
Ari Murti. Beliau mengatakan bahwasanya semua penyaluran pembiayaan yang
dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah, Bank Syariah selalu meminta
jaminan dari nasabahnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepercayaan
bank terhadap nasabahnya dan apabila nantinya nasabah wanprestasi terhadap
kewajibannya maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk menutupi
kekurangannya.’™ Beliau juga mengatakan terkait barang jaminan berupa setifikat
tanah atau hak tanggungan nantinya akan ditangguhkan dengan Akta Pemegang
Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris/PPAT, secara otomatis bank
bisa dikatakan sebagai pemegang hak tanggungan pertama. Isi dari Akta
Pemegang Hak Tanggungan memuat janji-janji yang dilakukan nasabah dan
bank, salah satunya yaitu pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual
objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri jika debitor cidera janji.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Pelayanaan
Kekayaan Negara dan Lelang mengenai proses lelang hak tanggungan, peneliti

mendapatkan informasi bahwasanya pada praktiknya proses penjualan objek

0 Hasil wawancara dengan Bapak Bachtiar Ari Murti sebagai Pejabat Fungsional Lelang,
yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2023.
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jaminan hak tanggungan berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh bank
lebih sering dilakukan melalui penjualan dimuka umum atau lelang. Pasal 1
angka 1 Peraturan Menteri Keuangan no. 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk
pelaksanaan lelang menjelaskan “lelang adalah penjualan barang yang terbuka
untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mecapai harga tertinggi, yang didahului dengan
pengumuman lelang”. Hal ini dilakukan karena proses lelang yang dilakukan
langsung melalui KPKNL lebih mudah dan lebih cepat dibanding lelang yang
dilakukan melaui fiat pengadilan yang cenderung banyak memakan waktu yang
lebih lama.

Menurut Bachtiar Ari Murti selaku pejabat fungsional lelang, Pelaksanaan
lelang atas jaminan kebendaan yang diikat dengan hak tanggungan pada dasarnya
merupakan bagian dari eksekusi atas jaminan hutang oleh seorang kreditur yang
telah dijaminkan oleh debitor dan telah dipasang hak tanggungan oleh pihak
kreditur. Di KPKNL Purwokerto telah ditentukan tahapan-tahapan dalam
melaksanakan lelang barang hak tanggungan, yaitu pertama persiapan lelang,
kedua pelaksanaan lelang, ketiga pembuatan risalah lelang dan pembukuan
pelaporan lelang. Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan
lelang barang hak tanggungan:

1. Persiapan Lelang
Kreditur maupun debitur yang bermaksud melakukan penjualan
barang secara lelang melalui KPKNL harus mengajukan permohonan lelang

terlebih dahulu secara tertulis kepada KPKNL untuk dimintakan jadwal
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pelaksanaan lelang, dan pada saat mengajukan permohonan harus dilengkapi
dengan dokumen persyaratan-persyaratan lelang. Hal ini sesuai dengan pasal
26 ayat (1) PMK no. 213/PMK.06/2020 yang berbunyi “Permohonan lelang
diajukan secara tertulis oleh penjual kepada penyelenggara lelang sesuai jenis
lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang”. Dalam penjualan lelang
kreditur maupun debitur bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan
barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang dan

dokumen kepada pembeli.

Kemudian KPKNL akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-
dokumen persyaratan lelang. Dokumen persyaratan lelang hak tanggungan
yang dilakukan bank meliputi perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan,
bukti perincian jumlah hutang debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada
debitur, bukti kepimilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada
debitur. Setelah dokumen tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan
maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal secara tertulis kepada
debitur maupun kreditur. Setelah penetapan jadwal sudah keluar maka
dilakukanlah pengumuman lelang, pengumuman lelang pada eksekusi
dilakukan dua kali berselang 15 hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan
melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum. Kemudian
pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan
dilakukan 14 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang dilakukan.
Pengumuman lelang tersebut sedikitnya memuat informasi sebagai berikut:

identitas penjual, hari tanggal waktu dan tempat pelaksanaan lelang, jenis dan
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jumlah barang, lokasi luas tanah dan jenis hak atas tanah, spesifikasi barang
(khusus barang bergerak), waktu dan tempat melihat barang yang akan
dilelang, uang jaminan penawaran lelang meliputi (besaran, jangka waktu
cara dan tempat penyetoran), nilai limit, cara penawaran lelang dan jangka
waktu kewajiban pembayaran lelang oleng pemenang lelang.™
2. Pelaksanaan Lelang

Setiap pelaksanaan lelang dilaksanakan dihadapan pejabat lelang,
penawaran yang tertinggi yang dilakukan oleh peserta lelang secara tertulis
dengan nilai yang sama atau melampui batas, maka pejabat lelang akan
menentukan satu orang pemenang dengan melakukan penawaran secara lisan
yang hanya diikuti oleh peserta lelang yang nilai penawarannya sama.

3. Pembuatan Risalah Lelang dan pembukuan

Setelah pelaksanaan lelang terlaksana dan telah selesai maka
dibuatkan risalah lelang untuk pemenang lelang. Risalah lelang merupakan
berita acara yang merupakan dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka
umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggung jawabkan
oleh pejabat lelang dan para pihak (penjual dan pembeli), sehingga
pelaksanaan lelang yang disebutkan didalamnya dapat mengikat secara
hukum. Setelah pelaksanaan lelang telah selesai dan memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan maka bendaharawan penerima kantor lelang melakukan
pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang hasil pelaksanaan

lelang.

™ Hasil wawancara dengan Bapak Bachtiar Ari Murti sebagai Pejabata Fungsional di
KPKNL Purwokertp, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023.
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat hal-hal
yang memang harus diperhatikan mengenai pelaksanaan lelang terhadap objek
yang telah dibebani dengan hak tanggungan, yaitu sebagi berikut:

1. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang kecuali
ditentukan lain oleh UU atau peraturan pemerintah, dan lelang tetap
dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh satu orang peserta lelang.

2. Pelaksanaan lelang yang telah selesai atau sudah ditentukan pemenang lelang
maka dikeluarkanlah berita acara lelang atau risalah lelang.

3. Lelang yang telah dilaksanakan dan telah selesai yang pelaksanaanya sesuali
dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak dapat dibatalkan.

4. Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui
KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang terlebih dahulu dengan
disertai dokumen persyaraatan lelang kepada kepala KPKNL guna untuk
mendapatkan jadwal penetapan pelaksanaan lelang.

5. Apabila permohonan lelang sudah diajukan yang disertai dengan dokumen
persyaratan-persyaratan lelang dan persyaratan tersebut sudah lengkap dan
memenuhi legalitas formal, maka Kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas
Il tidak boleh menolak atas permohonan tersebut.

Pelelangan merupakan langkah terkahir yang harus dilakukan oleh bank
terhadap objek pembiayaan nasabah yang mengalami kemacetan. Proses
penjualan barang yang dilakukan oleh bank syariah secara prosedural sudah
memenuhi standar guna kelancaran pelaksanaan lelang sehingga dapat

meminimalisir hambatan-hambatan yang akan terjadi, dan dapat memperoleh
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harga tertinggi yang dapat menguntungkan semua pihak. Maka pelaksanaan

pelelangan haruslah memenuhi SOP (standar operating procedure) agar

tercapainya persyaratan dan fungsi pelelangan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Berikut standar operasional prosedur penetapan jadwal lelang dan proses

lelang untuk jenis lelang eksekusi pasal 6 UUHT, harta pailit, dan pengadilan:’?

1. Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 februari
1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir Stasblaad 1941:3).

Intruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana
telah beberapah kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85).
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas
jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian
keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat
Lelang Kelas I.

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN sebagaiman telah
diubah dengan PMK Nomor 263/PMK.01/2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang.

2 Keputusan Direktur Jendral Kekayaan Negara No. 310/KN/2019 tentang Standar
Operasional Prosedur Jabatan Fungisonal Lelang.
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g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Pelelang.
h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 420/KM.01/2017 tentang Uraian
Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pelelang di Lingkungan Direktorat
Jendral Kekayaan Negara.
i.  Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
j.  Peraturan Diretur Jendral kekayaan Negara Nomor 3/KN/2017 tentang
Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang.
2. Ketertautan
SOP ini bertautan dengan:
a. SOP Penyelenggaraan Urusan Surat Keluar
b. SOP Permintaan SKT
c. SOP Pelaksaan Lelang
3. Pihak-pihak yang terlibat
a. Kepala KPKNL
b. Pejabat Fungsional Pelelang
c. Kepala Subbagian Umum
d. Petugas Area Pelayanan Terpadu (APT)
e. Pemohon
4. Persyaratan dan perlengkapan
a. Surat permohona lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan

khusus)
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b. Bukti pembayaran bea permohonan
5. Keluaran (output)
Surat penetapan jadwal lelang untuk jenis lelang eksekusi pasal 6
UUHT, harta pailit, dan pengadilan
6. Jangka waktu penyelesaian
a. Untuk jenis lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggugan

(UUHT):

1) Paling lama 2 hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah
diterima lengkap, dalam hal jumlah debitur kurang lebih 5 dalam
satu permohonan lelang.

2) Paling lama 3 hari kerja sejak dokumen lelang telah diterima
lengkap, dalam hal jumlah debitur kurang lebih 10 dalam satu
permohonan lelang.

3) Paling lama 4 hari kerja sejak dokumen lelang telah diterima
lengkap, dalam hal jumlah debitur lebih dari 10 dalam satu
permohoan lelang.

b. Untuk jenis lelang eksekusi harta pailit paling lama 4 hari kerja sejak
dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap.

c. Untuk jenis lelang eksekusi pengadilan paling lama 3 hari kerja sejak
dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap.

7. Prosedur kerja
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Pemohon menyampaikan surat permohonan lelang bederta dokumen
persyaratan lelang (umum dan khusus) dan bukti pembayaran bea
permohonan serta diberikan tanda terima.

Petugas APT menerima surat permohonan lelang beserta dokumen

persyaratan lelang (umum dan khusus) dan bukti pembayaran bea

permohonan lelang dan meneruskan kepada kepala KPKNL.

Kepala KPKNL menugaskan (mendisposisi) pejabat fungsional pelelang

untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan

lelang.

Pejabat fungsional melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen

persyaratan lelang (umum dan khusus) kemudian membuat hasil

penelitian kelengkapan berkas (HPKB) termasuk hasil analisis legalitas
formal subjek dan objek lelang dengan ketentuan sebagai beriikut:

1) Apabila HPKB termasuk hasil analisis legalitas formal sunyek dan
obyek lelang tidak memenuhi persyaratan, pejabat fungsional
pelelang membuat nota dinas dan konsep permintaan surat
kelengkapan dokumen/surat pengembalian dokumen permohonan
lelang yang ditujukan kepeada pemohon.

2) Apabila HPKB termasuk hasil analisis legalitas formal sunyek dan
obyek lelang telah memenuhi persyaratan, pejabat fungsional
pelelang membuat nota dinas dan surat penetapan jadwal lelang

kemudian menyampaikan kepada kepala KPKNL.
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e. Kepela KPKNL meneliti dan menandatangani surat penetapan jadwal
lelang atau surat permintaan kelengkapan dokumen/surat pengembalian
dokumen.

f. Kepala subbagian umum menyampaikan surat penetapan jawdal lelang
atau surat permintaan kelengkapan dokumen/surat pengembalian
dokumen kepada pemohon.

g. Pejabat fungsional pelelang mencatat dalam buku register lelang

Dan berikut merupakan standar operasional prosedur tata cara

pelaksanaan lelang:
1. Prosedur kerja

a. Berdasarkan surat penetapan jadwal lelang pada SOP penetapan jadwal
lelang, pejabat fungsional pelelang mempersiapkan lelang dengan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legakitas
formal sibjek dan objek lelang.

2) Membuat laporan berupa checklist SKPT/SKT (dalam hal objek
lelang berupa tanah atau tanah dan bangunan), lembar review
pengumuman, surat kordinasi dengan aparat penegak hukum (bila
diperlukan), checklist kelengkapan administrasi pelaksanaan lelang.

3) Membuat bagian kepala risalah lelang

4) Mempersiapkan tanda terima jaminan penawaran lelang, daftar
rekapitulasi jaminan penawaran lelang, daftar hadir, dan dokumen

telaahan jaminan penawaran lelang dan peserta lelang.
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fisik penyelenggaraan lelang:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

penjual, pejabat fungsional pelelang dan peserta lelang berkumpul
secara fisik (tatap muka untuk lelang dengan kehadiran atau melalui
internat).

penjual dan pejabat fungsional pelelang berkumpul secara fisik tatap
muka untuk lelang melalui internet pada saat pembukaan penawaran
dan penetapan pemenang.

pejabat fungsional pelelang memberikan informasi lelang kepada
pengguna jasa lelang antara lain, tata cara penawaran lelang, uang
jaminan, pelunasan uang hasil lelang, bea lelang dan pungutan-
pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan, obyek lelang,
dan atau pengumuman lelang.

peserta lelang menerima informasi lelang

pejabat fungsional pelelang memimpin jalannya pelaksanaan lelang
peserta lelang mengikuti dan mengajukan penawaran harga lelang

pejabat fungsional pelelang menetapkan pemenang lelang

Pasca pelaksanaan lelang, pejabat fungsional pelelang membuat laporan

pelaksanaan lelang terdiri dari pengembalian jaminan penawaran lelang,

rincian uang hasil lelang, dan kuitansi sementara (lelang dan kehadiran)

kepada kepala KPKNL.

kepala KPKNL menerima laporan pelaksanaan lelang
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B. Analisis Data
1. Analisis Hukum Positif Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa
Pembiayaan Murabahah Melalui Lelang

Penyaluran kredit memiliki peranan yang sangat penting bagi bank,
yaitu sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari margin atau bunga yang
dibayar oleh nasabah. Namun disisi lain kredit-kredit ini tidak luput dari
adanya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank.
Kredit bermasalah ini dapat menimbulkan semakin besarnya biaya
pencadangan activa produktif yang harus disediakan oleh bank, dan
mengurangi potensi laba yang akan diperoleh, lebih jauh akan mengurangi
modal yang tersedia pada bank tersebut. Beberapa faktor ekonomi makro
yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah adalah kurs, Bl rate dan
inflasi, oleh karenanya untuk menjaga kesehatan keuangannya, pihak
perbankan akan mengambil langkah penyelesaian pinjaman yang bermasalah
dengan melakukan penjualan jaminan yang dimiliki oleh debitur.

Dalam praktiknya jumlah pelaksanaan lelang yang ada di Indonesia
masih didominasi dengan pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-
Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang sering dilakukan oleh
bank untuk menutupi kekurangan nasabahnya. Namun langkah yang diambil
bank tersebut sering mendapatkan perlawanan dari nasabahnya yaitu dengan
melakukan gugatan ke pengadilan untuk menetapkan bahwasanya proses
lelang tersebut batal demi hukum, karena nasabah beranggapan bahwa

pelaksanaan lelang barang jaminan harus melalui fiat pengadilan.
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Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disampaikan bahwa dalam Undang-
Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) pada pasal 20
pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dengan tiga cara,
yaitu eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT, eksekusi berdasarkan titel
eksekutorial, dan atas kesepakatan.

Dalam penjelasan umum pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan
(UUHT) disebutkan bahwa salah satu ciri khas hak tanggungan adalah mudah
dan pasti eksekusinya apabila debitor cidera janji. Lebih lanjut penjelasan
umum tersebut menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan
berdasarkan lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam pasal 224
HIR (Het Herziene Indonesisch Regelement) dan 258 Rbg (Rechtreglement
voor de Buitengewesten). Penjelasan pasal 14 ayat (2) dan (3) juga
menyatakan bahwa irah-irah yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan
dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat
hak tanggungan, sehingga jika debitor cidera janji maka sertifikat hak
tanggungan dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga
parata executie sesuai hukum acara perdata yang berlaku.”

Pada hak tanggungan, menurut pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-
Undang Hak Tanggungan (UUHT) juga ditegaskan bahwa dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dicantumkan janji-janji, antara lain janji

pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas

A Hashif Luthfi, dkk, “Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Lelang Dengan Tanpa Adanya
Putusan Pengadilan”, Jurnal Law Reform, vol. 12 no. 2 tahun 2016, him. 176.
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kekuasaan sendiri jika debitor cidera janji. Sebagai suatu hak yang
diperjnjikan, maka keberadaannya baru ada dan mengikat jika telah tercapaii
kesepakatan antara kedua belah pihak yang memperjanjikan dan apabila
APHT tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan, maka secara
otomatis janji-janji yang tercantum didalamnya (termasuk janji untuk mejual
atas kekuasaan sendiri) ikut didaftar sehingga mempunyai kekuatan mengikat
bagi para pihak dan pihak ketiga. Pelaksanaan parate eksekusi tidak
mendasar pada pasal 224 HIR (Het Herziene Indonesisch Regelement) dan
258 Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) seperti yang disebutkan
pada penjelasan umum pasal 9 dan pasal 14 dan 26 Undang-Undang Hak
Tanggungan (UUHT). Jadi parate eksekusi itu dilaksanakan tanpa melaui fiat
atau penetapan dari ketua pengadilan. Hal ini sesuai dengan hak yang
diberikan oleh UU kepada kreditor pertama sebagaimana yang diatur dalam
pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).”

Pelaksanaan lelang eksekusi melalui KPKNL merupakan tindak lanjut
dari pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun
1996, dimana pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual
objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Hal
ini  juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dimana pihak debitor
yang wanprestasi dapat langsung mengajukan permohonan lelang kepada

KPKNL. Sedangkan menurut pasal 11 ayat (2) UU no. 4 tahun 1996, untuk

™ A Hasif Luthfi, “Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Lelang”, him. 77.
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dapat menggunakan wewenang menjual objek hak tanggungan atas kekuasan
sendiri tanpa persetujuan dari debitor diperlukan janji dari debitor. Dimana
janji tersebut dicantumkan dalam APHT. Meskipun pasal 11 ayat (2)
mengatur demikian, kreditor dengan dasar pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan (UUHT) tetap dapat melaksanakan wewenang untuk menjual
objek hak tanggungan, dengan kata lain baik dicantumkan maupun tidak
dicantumkan dalam APHT pemegang hak tanggungan pertama mempunyai
wewenang untuk dapat melakukan tindakan tersebut. Pencantuman janji
hanya akan memberikan rasa mantap kepada pemegang hak tanggungan dari
pada tidak dicantumkan janji yang dimaksud dalam APHT.

Menurut Bapak Fuad Amin, M.Si, selaku Hakim Pengadilan Agama
Purwokerto, beliau menjelaskan bahwasanya lelang eksekusi hak tanggungan
pada pelaksanaannya harus melihat isi dari perjanjian yang dilakukan antara
bank dan nasabah. Apabila isi perjanjian tersebut menjelaskan ketika
nantinya ada sengketa yang terjadi dan penyelesaiannya di Pengadilan, maka
pengadilan lah yang berhak menyelesaikan sengketa tersebut. Namun beliau
juga menjelaskan, bahwasanya didalam Akta Pemegang Hak Tanggungan
sudah ada perjanjian yang dibuat sedemikan rupa dan mengikat yaitu adanya
kewenangan bagi pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak
tanggungan tesebut tanpa melalui penetapan pengadilan. Beliau juga

mengatakan bank tidak akan berani melakukan eksekusi hak tanggunan
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sendiri jika tidak ada perjanjian itu.” Dan mengenai nantinya ada perlawanan
atau gugatann yang dilakukan nasabah, hal itu merupakan hak yang miliki
nasabah untuk mempertahankan jaminannya.

Sesuai pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4
Tahun 1996 jo pasal 20 ayat 1 huruf a maka pelaksanaan eksekui hak
tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum. Artinya, bahwa pelaksanaan lelang
berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) merupakan
kewenangan yang diberikan oleh undan-undang (ex lege) kepada pemegang
hak tanggungan pertama untuk melakukan penjualan melalui pelelangan
umum atas aset yang dijadikan sebagai jaminan apabila debitro cidera janji.
Dengan demikian undang-undang memberikan kewenangan kepada kreditor
untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan tanpa memerlukan persetujuan
pihak manapun. Dalam pelaksanaan eksekusi hipotik, eksekusi (parate
eskekusi) harus didasarkan pada janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri
sebagaimana diatur dalam pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), sehingga merupakan suatu pelaksanaan dari suatu
perjanjian dan dengan dilengkapi grosse akta hypotek yang berira-irah “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena janji
menjual dengan kekuasaan sendiri harus diperjanjikan terlebih dahulu maka
sudah semestinya eksekusi dalam hypotek (vide sesuai 1178 BW) harus

dipimpin oleh ketua pengadilan. Bahwa dalam Undang-Undang Hak

> Hasil Wawancara dengan Fuad Amin, M.Si selaku Hakim Pengadilan Agama Purwokerto,
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024.
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Tanggungan (UUHT) maka titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” dicantumkan pada sertifikat hak tanggungan
yang merupakan perintah undang-undang pasal 14 ayat (3) Undang-Undang
Hak Tanggungan (UUHT) bukan dibuat di grosse akta hak tanggungan.’®

Bachtiar Ari  Murti selaku Pejabat Fungsional Lelang juga
berpendapat, irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” yang dicantumkan pada Akta Pemegang Hak Tanggungan, mempunyai
titel eksekutorial yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga kreditur atau bank
dapat melakukan eksekusi obyek hak melalui KPKNL dan KPKNL berhak
melakukannya, karena sudah ada jaminan hukumnya.’’

Selanjutnya, sesuai pasal 20 ayat 1 huruf (b) maka pelaksanaan lelang
dapat juga dilakukan berdasarkan titel eksekutorial. Pelaksanaan eksekusi
berdasarkan titel eksekutorial ini dilakukan dalam hal lelang eksekusi pasal 6
UUHT sebagaimana yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan dengan
pertimbangan adanya suatu kondisi/permasalahan hukum berupa gugatan di
pengadilan dari pihak ketiga terkait hak kepemilikan barang jaminan yang
akan dieksekusi. Dalam hal ini kreditor dapat meminta penetapan lelang
melalui ketua pengadilan. Bahwa pasal 26 cukup tegas dimaksudkan untuk
pelaksanaan eksekusi hak tangggungan melalui pasal 14 UUHT (melalui titel
eksekutorial) dan bukan dimaksudkan untuk pelaksanaan eksekusi pasal 6

UUHT. Pasal 26 UUHT berbunyi “selama belum ada peraturan perundang-

®Robert Bonar, “Lelang Pasal 6 UUHT dan Lelang Berdasarkan Titel Eksekutorial”,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut, diakses 15 oktober 2023.
" Hasil Wawancara dengan Bapak Bachtiar Ari Murti selaku Pejabat Fungsional lelang
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undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal
14, peraturan mengenai eksekusi hypotek yang ada mulai berlakunya
undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggunan”. Artinya
pasal 26 UUHT jo pasal 14 UUHT bermaksud menyatakan bahwa eksekusi
hak tanggungan yang dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial dilakukan
oleh ketua pengadilan dengan mengikuti hukum acara perdata sebagaimana
pelaksanaan eksekusi era hypotek, selama belum dibuat ketentuan baru untuk
itu.

Adapun tahapan-tahapan hukum acara perdata yang terkait dengan
pelaksanaan eksekusi lelang vide pasal 224 HIR ketua pengadilan harus
melakukan anmaning dan penyitaan (vide pasal 196-200 HIR). Selanjutnya
ketua pengadilan akan menerbitkan penetapan lelang serta mengajukan
permohonan waktu pelaksanaan lelang kepada KPKNL. Oleh karenanya
pelaksanaan eksekusi ini memang dapat difahami dilaksanakan dibawah
pimpinan ketua pengadilan yang kemudian akan bertindak sebagai penjual.

Dan yang terakhir eksekusi hak tanggungan dengan adanya
kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan. Berbeda dengan 2 cara
diatas yang sifatnya memaksa, maka eksekusi ini dilakukan dengan
kesepakatan antara kreditor dan dibitor/ pemilik jaminan (vide pasal 20 ayat 2
UUHT). Berdasarkan uraian diatas pasal 26 UUHT dimaksudkan untuk
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui pasal 14 UUHT (melalui titel
eksekutorial), artinya hukum acara untuk lelang eksekusi pasal 6 UUHT tidak

mengikuti pasal 196-200 HIR dan 224 HIR. Oleh karena itu ketentuan hukum
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acara pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mempunyai kekutan hukum mengikat dan tidak dapat
dikesampingkan dengan berdasarkan aturan peralihan UUHT pasal 26
dimaksud diatas.

Dalam suatu gugatan sering menyebutkan mengingat aturan
pelaksanaan yang digunakan PMK sering dianggap bertentangan dengan UU
no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Hal ini dikarenakan
UUHT tidak menyebutkan bahwa aturan pelaksanaannya adalah Peraturan
Menteri Keuangan. Bahwa sesuai pasal 7, 8 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) UU
no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan maka dapat disimpulkan
bahwa PMK no. 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang
yang mengatur tata cara lelang pasal 6 UUHT merupakan peraturan yang
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang no. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, selengkapnya
sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) : jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri
atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat;
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Pasal 8 ayat (1) :
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Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup perturan yang

ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, Badan

Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,

Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah ata perintah

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2) : peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk

berdasarkan kewengan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa butir-butir

pokok sebagai berikut:

a. Lelang pasal 6 UUHT
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1) Dari urain diatas kiranya dapat difahami bahwa eksekusi lelang hak
tanggungan tidak semata-mata harus dipimpin oleh ketua
pengadilan (melalui titel eksekutorial) tetapi dapat juga
dilaksanakan berdasarkan pasal 6 UUHT.

2) Bahwa penjualan jaminan hutang berdasarkan pasal 6 UUHT
merupakan kewenangan pemegang hak tanggungan yang diberikan
oleh undang-undang (ex lege).

3) Aturan pelaksana yang pokok adalah Peraturan Menteri Keuangan
RI disamping ketentuan huku lain.

b. Lelang Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial

1) Dalam hal terdapat permasalahan hukum terkait obyek jaminan
yang dilelang pemegang hak tangunggan dapat melakukan eksekusi
hak tanggungan melalui titel eksekutorial.

2) Lelang berdasarkan titel eksekutorial dilaksanakan dibawah
pimpinan ketua pengadilan yang selanjutnya akan bertindak sebagai
penjual.

3) Pelaksanaanya anntara lain melalui tahapan-tahapan anmaning,
penetapan sita, sita dan penetapan lelang sesuai Hukum Acara
Perdata.

Mengenai tata cara pelaksanaan lelang, Menteri Keuangan telah
menerbitkan dan menetapkan peraturan terkait pelaksanaan lelang yaitu PMK
no. 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Pasal 26 ayat (1)

PMK no. 213/PMK.06/2020 menjelaskan bahwasanya “Permohonan lelang
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diajukan secara tertulis oleh penjual kepada penyelenggara lelang sesuai jenis
lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang”. Penjelasan pasal tersebut
merupakan langkah awal yang harus dilakukan ketika ingin menjual barang
secara lelang. Langkah awal tersebut bertujuan untuk mendapatkan jadwal
penetapan lelang yang dikeluarakn oleh KPKNL. Dalam praktinya yang
terjadi di KPKNL Purwokerto hal tersebut sudah dipraktikkan dan dapat
disimpulkan untuk langkah awal dalam pelaksanaan lelang telah sesuai
dengan peraturan yang ada.

Selanjutnya jika persyaratan permohonan lelang telah diperiksa oleh
Kepala KPKNL dan dinyatakan telah memenehui legalitas formal, maka
KPKNL memberikan jadwal penetapan lelang kepada penjual, sehingga
penjual dapat melakukan pengumuman lelang. Mengenai pengumuman
lelang pasal 54 ayat (1) PMK no. 213/PMK.06/2020 menjelaskan
“Pengumuman lelang sebagaimana dimaskud dalam pasal 53 ayat 1 paling
sedikit memuat informasi mengenai: identitas penjual, hari tanggal waktu dan
tempat lelang dilaksanakan, jenis dan jumlah barang, lokasi luas tanah jenis
hak atas tanah, spesifikasi barang, waktu dan tempat aanwijzing, jaminan
penawaran lelang, nilai limit, cara penawaran lelang, jangka waktu
pembayaran lelang, alamat domain KPKNL dan syarat tambahan dalam hal
penjual mengajukan”. Fakta dilapangan yang terjadi di KPKNL informasi
mengenai identitas, spesifik barang yang dijual, cara penawaran dan lain
sebagainya sudah dilakukan oleh pihak penjual, hal tersebut agar

memudahkan para calon pembeli mengetahui siapa yang melakukan lelang
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dan apa yang dilelang. Dan dapat disimpulkan praktik yang terjadi di KPKNL
sudah memenuhi aturan yang berlaku. Mengenai tata cara pengumuman
lelang juga dijelaskan pada pasal 55 PMK no. 213/PMK.06/2020 hal tersebut
juga sudah dilakukan oleh penjual dalam melaksanakan pengumuman.
Selanjutnya mengenai pelaksanaan lelang pasal 21 PMK no.
213/PMK.06/2020 menjelasakan “Setiap pelakasanaan lelang harus dilakukan
oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh UU dan
Peraturan Pemerintah” dan untuk penawaran lelang dijelaskan pada pasal 63
PMK no. 213/PMK.06/2020 yang berbunyi “penawaran lelang dilakukan
dengan cara lisan (semakin meningkat atau semakin menurun), tertulis atau
tertulis dan dilanjutkan dengan lisan dalam hal penawaran tertinggi belum
mencapai nilai limit, penawaran tersebut dilakukan untuk lelang yang dihadiri
oleh peserta. Setelah pelaksanaan selesai dan sudah ditentukan pemenangnya
makan akan dibuatkan berita acara lelang atau bisa disebut dengan risalah
lelang. Hal tersebut juga dijelaskan pada pasal 87 PMK no.
213/PMK.06/2020 yang berbunyi “Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan
risalah lelang oleh pejabat lelang” risalah lelang sebagaimana dimaksud
terdiri dari bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki. Dan untuk langkah
terakhir yaitu pembukuan dan pelaporan hasil dari pelelangan. Sesuai pasal
97 PMK no. 213/PMK.06/2020 menyatakan “KPKNL, Balai Lelang dan
Kantor Pejabat Lelang Kelas Il wajib menyelenggarakan administrasi
perkantoran, membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang

kepada pengawas lelang, dan membuat laporan transaksi lelang kepada pusat
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pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Berdasarkan penjelasan
diatas dan dicocokkan pada praktik yang ada dilapangan, maka bisa
disimpulkan KPKNL dalam melaksanakan proses lelang dari tahap awal
sampali tahap akhir sudah memenuhi peraturan yang berlaku, yaitu mengacu
pada PMK no. 213/PMK.06/2020.

Dalam hal pembayaran sejumlah uang, jika hasil penjualan melebihi
kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah, maka kelebihannya harus
dikembalikan kepada pemilik awal objek lelang dalam hal ini nasabah atau
debitor atau sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUJF yang
menyatakan akan tetapi uang kelebihan tersebut tidak diterima oleh debitur
maupun kreditur maka uang tersebut akan dititipkan di Pengadilan maupun
KPKNL dimana kreditur dan debitur berada.’

Dalam pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan
menjelaskan “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan
pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Untuk debitur yang tidak diketui
keberadaannya dan juga tidak meninggalkan wakil untuk mengurus hartanya
serta kepentingannya, maka ia dikatakan berada dalam keadaan tidak hadir.
Untuk orang yang berada pada keadaan tidak hadir dikarenakan alasan yang
mendesak guna mengurus harta kekayaannya, pengadilan dapat menunjuk

balai harta peninggalan guna untuk mengurus harta kekayaan beserta

® Firman Aswari, “Analisis Hukum Pengembalian Sisa Hasil Lelang Objek Jaminan Hak
Tanggunga”, Skripsi tidak diterbitkan (Makasar, Universitas Bosowa, 2022), him. 73.
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kepentinganya. Apabila harta tersebut tidak banyak, maka pengadila dapat
juga memerintahkan pengurusan harta kekayaan tersebut kepda keluarga
sedara atau keluarga semenda, atau kepada suami maupun istri. Jadi yang
menjadi hak bank selakuk kreditur adalah piutang, untuk sisa hasil eksekusi
jaminan tersebut harus dikembalikan kepada debiitur. Sisa hasil penjualan
tidak boleh dimasukkan dalam neraca laba-rugi bank, sedangkan untuk sisa
hasil eksekusi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan untuk
mengurusnya.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembiayaan
Murabahah Bermasalah Melalui lelang
Islam membolehkan jual beli barang atau jasa dengan cara lelang akan
tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal, hal ini dalam figih
muammalah disebut juga dengan ba’i al muzayyadah. Ba’i al-muzayyadah
merupakan bentuk jual beli yang mana penjual menawarkan barangnya
ditengah-tengah keramaian dan nantinya pembeli saling melakukan tawar
menawar dengan harga tertinggi sampai pada batas harga tertinggi salah satu
pembeli.” Dalam penerapannya lelang termasuk bentuk jual beli akan tetapi
terdapat perbedaan dengan jual beli pada umumnya. jual beli pada umumnya
terdapat hak khiyar yang dimiliki oleh pembeli, akan tetapi dalam lelang
tidak terdapat hak khiyar yang dimiliki oleh pembeli. Hal ini betujuan agar

barang yang dijual dengan sistem lelang dapat terjual sesuai dengan

Abdullah al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta:
DarulHag, 2004), him. 110.
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penawaran pembeli.?2 Penjelesan tersebut dapat kita fahami bahwasanya
Islam sangat menjunjung nilai kejujuran dalam bentuk transaksi apapun tanpa
adanya kecurangan, penyimpangan syariat, pelanggaran hak, etika dan norma
saat menjalaankan sistem lelang.

Pelaksanaan lelang melalui KPKNL secara implisit sudah sesuai
dengan rukun dan syarat jual beli dalam figih muammalah, serta menerapkan
beberarapa panduan dan kriteria guna untuk mencegah adanya penyimpangan
syariat dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang. Dalam
pelaksanaan lelang terdapat objek barang yang dilelangkan, adapun barang
yang diperjualbelikan dalam lelang tersebut merupakan barang-barang yang
telah dilengkapi dokumentasi atau bukti kepemillikan atas barang tersebut.
Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat objek jual beli dalam Islam yaitu
barang yang diperjualbelikan dapat memberikan manfaat serta tidak
memberikan madarat, kepemilikan orang yang barakal atas barang dan
kemampuan untuk  menyerahkan barang. KPKNL  Purwokerto,
penjual/pemelik, pejabat lelang, serta peserta lelang merupakan orang-orang
yang sudah cakap hukum atau bisa dikatakan sebagai orang-orang yang
tergolong mumayyiz sehingga untuk syarat dalam pelaksanaan lelang ini bisa
dikatakan telah memenuhi aspek pelaku jual beli yang sesuai dengan Hukum
Islam.

Dalam lelang eksekusi yang menjadi pemilik barang adalah pihak

yang wanprestasi atas suatu kasus yang mengharuskan menjual barang

8 Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Banda Aceh:
Kiswah 2004), him. 58.
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jaminannya karena adanya wanprestasi, barang jaminan tersebut dalam Islam
disebut sebagai marhun, marhun dapat dijual apabila pihak peminjam yang
tidak mampu melunasi hutangnya maka barang tersebut harus dijual untuk
menutupi kekurangn hutangnya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya
dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan juga terdapat satu akad
muammalah yaitu gadai (rahn).

Pihak KPKNL dalam hal ini pejabat pungsional pelelang adalah pihak
diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksankan
lelang yang dimohonkan oleh pemohon lelang. Pejabat fungsional pelelang
berwenang antara lain mensahkan penawaran harga lelang tertinggi yang
telah memenuhi nilai limit lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang,
hal tersebut serupa dengan akad wakalah. Menurut kalangan syafi’iyah
wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya
melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat
dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut
dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Akad wakalah tersebut
telah diperbolehkan dalam figih muammalah.

Sistem penawaran yang berlaku di KPKNL menggunakan sistem
penawaran meningkat, sehingga penawar yang memberikan penawaran yang
paling tinggilah yang menjadi pemenang lelang tersebut. Pembayaran yang
dilakukan oleh pemenang lelang terlebih dahulum disetorkan kepada pihak
KPKNL yang kemudian disetorkan kepadan pemilik barang yang dilelang

tersebut, dalam hal ini pihak KPKNL bertindak sebagai pihak ketiga pada
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transaksi ini. Setelah pembayaran dilunaskan, maka tahap selanjutnya
penyerahan dokumen kepemilikan barang, hal ini termasuk bagian dari ijab
dan gabul dimana ketika pihak pembeli telah menunaikan kewajiban maka
pihak penjual harus memberikan hak serang pembeli/pemenang lelang

tersbut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Upaya Bank Syariah Indonesia dalam penyelesaian pembiayaan akad
murabahah bermasalah yaitu dengan melihat isi dari perjanjian
pembiayaannya. Untuk langkah awal yang dilakukan Bank Syariah Indonesia
yaitu mengirimkan surat peringatan kepada nasabah untuk dilakukan
musyawarah mufakat apabila tidak mendapatkan kesepakatan musyawarah
maka sengketanya dibawa ke jalur litigasi yaitu Pengadilan Agama. Selain itu
metode lelang juga sebagai bentuk langkah terakhir dalam penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Lelang dilakukan karena nasabah tidak beritikad
baik untuk menyelesaikan pembayaran dari pembiayaan akad murabahah
sampai pada akhirnya jatuh tempo, oleh sebab itu bank syariah Indonesia
mengalami kerugian karena perputaran uang pada bank tidak lancar. Pada
praktiknya lelang yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia sudah sesuai
dengan peraturan yang ada.

2. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui lelang perspektif
Hukum Positif Indonesia. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh
Bank Syariah Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sudah
sesuai dengan Hukum Positif Indonesia. Bahwa proses lelang yang dilakukan

oleh Bank Syariah Indonesia dari tahap awal permohonan lelang sampai
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tahap akhir penentuan pemenang lelang dan pembuatan risalah lelang serta
pembukuan dan palaporan pelaksanaan lelang mengacu pada pasal 21, pasal
26, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 63, pasal 87, dan pasal 97 Peraturan
Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan
lelang dan lelang ekseksuki hak tanggungan mengacu pada Undang-Undang
Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 pasal 6 jo pasal 20 ayat 1
huruf a yang artinya pelaksanaan eksekui hak tanggungan dapat dilakukan
oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan
umum. Dan proses lelang ini juga sudah sesuai menurut Hukum Islam, bahwa
proses lelang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual
dan pembeli, adanya objek yang dijual, adanya kesepakatan dan lelang juga
telah melakukan beberapa akad yang sesuai dengan syariat yaitu akad
wakalah dan rahn.
B. SARAN

1. Bagi Bank Syariah, diharapkan lebih berhati-hati dalam menyaluurkan
pembiaayaan kepada nasabah, dan perlu adanya seleksi yang dilakukan
terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan secara ketat, sehingga
dapat meminimalisir adanya wanprestasi yang dilakukan nasabah atas
pembiayaan yang telah diberikan.

2. Bagi nasabah yang tidak mampu untuk melunasi kewajibannya sehingga
dapat menimbulkan persengketaan. Sebagai nasabah seharusnya lebih
bertanggungjawab atas kewajibannya, setidaknya mempunyai iktikad baik

untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak Bank dengan melakukan
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negoisasi atau meminta keringanan atas perjanjian yang telah terjadi. Dan
diharapkan kepada nasabah untuk lebih memahami mengenai peraturan-
peraturan tentang pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, sehingga ketika

adanya langkah eksekusi tidak merasa dirugikan.
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Syari‘ah Islam dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto
dengan Register Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. tanggal 21 September 2022, dengan
mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu nasabah / debitur di tempat Tergugat |
dengan Pemegang Rekening Pembiayaan No. 450126702;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat | telah membuat Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/V1/16 tanggal 22 Juni 2016;

3. Bahwa di dalam Pasal 3 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/80001 /V1/16, menyebutkan bahwa Tujuan Pembiayaan ini
Pembelian 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah 84
M2 dan luas bangunan 45 M2 berlokasi di Propinsi Jawa Tengah dengan bukti
kepemilikan SHM Nomor 01308;

4. Bahwa di dalam Pasal 2 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/80001/ VI/16, menyatakan Harga barang berupa 1 (satu) unit tanah
dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah 84 M2 dan luas bangunan 45 M2
berlokasi di Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 01308
yang dijual bank kepada nasabah sebagai pembeli disepakati dan diterima dengan
harga Rp. 204.930.000,- (dua ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu

rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

* Harga Perolehan : Rp. 185.000.000,-
*Uang Muka 40,54 % :Rp. 75.000.000,-
* Pembiayaan Bank : Rp. 110.000.000,-
* Keuntungan Bank / Margin :Rp. 94.930.000,-
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* Harga Jual Bank : Rp. 204.930.000,-

Sehingga kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank
adalah Rp. 204.930.000;-;

5. Bahwa di dalam Pasal 4 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 068/MRB834/
80001/VI/16, menyatakan Jangka waktu pembiayaan 120 (seratus dua puluh)
bulan, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026
(kurang lebih 10 tahun);

6. Bahwa di dalam Pasal 7 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/80001/ VI/16, menyatakan adanya denda dan gati rugi dimana atas
keterlambatan dikenakan denda sebesar 24 % dan ganti rugi sebesar 100 %;

7. Bahwa Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sehingga
oleh Tergugat | telah dilakukan pelelangan pada tanggal 10 Desember 2021 di
tempat Tergugat II;

8. Bahwa dari Hasil Pelelangan tersebut telah dibuatkan Risalah lelang tertanggal
10 Desember 2021 dengan pemenang lelang adalah Tergugat 1V;

9. Bahwa dari hasil lelang tersebut berdasarkan Risalah lelang tersebut sertifikat
tanah tersebut beralih menjadi nama Tergugat 1V di kantor Tergugat Ill;

10. Bahwa Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah merupakan sengketa di
bidang ekonomi syari'ah antara lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya.
Nasabah mengajukan permohonan terhadap Bank Syari'ah dengan akad
Murabahah. Akhirnya setelah melakukan pertimbangan dan survey, Bank Syari'ah
menyepakati untuk menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Bank syari'ah
dan nasabah bersepakat melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan akad
Murabahah. Namun suatu ketika, nasabah terlambat membayar, kemudian Bank
Syari'ah mengirimkan surat peringatan I, Il dan Il kepada nasabah, tetapi tidak ada
respon oleh nasabah. Kemudian, Bank Syari'ah menyelesaikan sengketa ini ke
lembaga litigasi, yaitu Pengadilan Agama Purwokerto;

11. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/80001/VI/16, yang menyatakan apabila tidak dapat dilakukan secara
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musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui

Pengadilan Agama Purwokerto;

12. Bahwa menurut fatwa DSN No0.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pada
Fatwa kelima dijelaskan bahwa “apabila nasabah dengan sengaja menunda
pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan
melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah”.
Jika sengketa tidak kunjung selesai karena pihak Bank Syari'ah tidak membawa
kasus ke Basyarnas, sedangkan sengketa Bank Syari'ah baru bisa dibawa ke
Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui. Maka pihak Bank Syari'ah memilih
untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama, tanpa adanya persetujuan oleh
pihak nasabah;

13. Bashwa Tergugat | telah mengingkari isi Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah
Nomor 068/MRB834/80001/VI/16, dimana dalam proses penyelesaian tidak
dilakukan melalui Pengadilan Agama Purwokerto, namun langsung dilakukan
pelelangan ditempat Tergugat I1;

14. Bahwa Tergugat | telah mengingkari Pasal 4 Akad Pembiayaan Murabahah
Nomor 068/MRB834/80001/VI/16, menyatakan Jangka waktu pembiayaan 120
(seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan
tanggal 21 Juni 2026 (kurang lebih 10 tahun), dimana Tergugat | telah melelang
barang jaminan sebelum jangka waktu Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/ 80001/VI/16, telah selesai atau melebih dari jangka waktu yang
diperjanjikan dalam akad tersebut;

15. Bahwa Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah merupakan kompetensi dan
kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada penjelasan poin (1) pasal
(1) 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta
ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syari’ah yang menyatakan apabila terjadi sengketa dibidang
Perbankan Syari'ah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama.
Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima,

mengadili, dan menyelesaikan;
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16. Bahwa memang sebelum lahirnya UU No.3 tahun 2006, penyelesaian sengketa

antara Bank dan nasabah ditempuh dengan cara musyawarah dan jika tidak
tercapai perdamaian, maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional
(Basyarnas). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/46/PBI1/2005, tanggal 14 Nopember 2005 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
Nomor : 17/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, akan tetapi setelah lahirnya
UU ini, jika ada sengketa dalam ekonomi syari'ah, maka harus diselesaikan di
Pengadilan Agama.
17. Bahwa Tergugat | telah melanggar UU No. 3 Tahun 2006, dimana dalam
penyelesaian sengketa syariah harus melalui Pengadilan Agama sebagaimana juga
telah disepakati dalam Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/80001/VI/16, yang menyatakan apabila tidak dapat dilakukan secara
musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui
Pengadilan Agama Purwokerto;
Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka sudilah kiranya Ketua
Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah pelawan yang baik menurut
hukum syariah;

3. Menyatakan hukumnya Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/80001/ VI/16, adalah sah menurut hukum sehingga mengikat Pihak
Penggugat dan Tergugat I;

4. Menyatakan hukumnya Tergugat | telah mengingkari isi dari Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/VI/16;

5. Menyatakan hukumnya bahwa lelang yang dilakukan Tergugat | melalui Tergugat II
pada tanggal 10 Desember 2021 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat karena melanggar hukum syariah yang berlaku;

6. Menyatakan hukumnya bahwa Sertifikat Hak Milik 01308 yang telah beralih
kepada Tergugat IV adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
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© 7.Menghukum kepada Penggugat untuk menyelesaikan pembayaraan sisa

hutangnya sampai dengan batas waktu tanggal 21 Juni 2026 kepada Tergugat I;

8. Menghukum kepada Penggugat, Para Tergugat harus tunduk dan taat kepada
putusan hakim;

9. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
Kuasanya dan para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di
persidangan;

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa identitas Penggugat dan para Tergugat,
lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua pihak agar dalam perkara mengenai
sengketa perlawanan Lelang ini dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak
berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut para pihak terlebih dahulu
wajib menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan dari
Mediator Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H., tertanggal 15 November 2022 bahwa
telah dilaksanakan mediasi terhadap kedua pihak, namun tidak berhasil mendamaikan

para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan secara damai;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa pokok perkara dengan
membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2022, yang isinya
tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan menyatakan tetap meneruskan pada

gugatan tersebut;

Bahwa terhadap dalil-dalii gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan
jawaban secara tertulis, yaitu Tergugat | menyampaikan jawaban secara tertulis
tertanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagaimana
yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selain Tergugat I, Tergugat Il juga menyampaikan jawaban secara tertulis
tertanggal 13 Desember 2022, yang pada pokonya sebagaimana telah termuat dalam

Berita Acara Sidang;
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Bahwa terhadap jawaban para Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat

melalui Kuasa Substitusinya menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 19
Desember 2022, yang pada pokoknya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara
Sidang;

Bahwa terhadap replik Tergugat secara tertulis tersebut, Tergugat Il telah
menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 26 Desember 2022, yang pada
pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah
dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup
kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak
terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu
sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1)
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini
menjadi kewewenangan absolut bagi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/80001/VI/16, yang menyatakan apabila tidak dapat dilakukan secara
musyawarah dan mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkaranya
melalui Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang
relatif bagi Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara perdata harus
dilakukan mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E.,
S.H., M.H,, tertanggal 15 November 2022 bahwa telah dilaksanakan mediasi terhadap
kedua pihak, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan

perkaranya dengan secara damai, selain itu Majelis Hakim juga dalam setiap
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ersidangan tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada

Penggugat dan para Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan dengan jalan damai,
namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa
Penggugat mengajukan perlawanan terhadap Lelang yang dilakukan oleh Bank
Syari'ah Indonesia selaku Tergugat | yang telah mengingkari isi Pasal 18 Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/VI/16, dimana dalam proses
penyelesaian tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama Purwokerto, namun langsung
dilakukan pelelangan ditempat Tergugat I, dan Tergugat | juga telah mengingkari Pasal
4 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/VI/16, yang menyatakan
Jangka waktu pembiayaan selama 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak
tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 (kurang lebih 10 tahun),
yaitu Tergugat | telah melelang barang jaminan sebelum jangka waktu Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/VI/16, selesai atau melebih dari
jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat | dan
Tergugat Il keduanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Penggugat telah
menerima pembiayaan dari Tergugat melalui agad Murabahah, dan Penggugat telah
menyerahkan jaminan atau agunan berupa Sertifikat hak milik No.013081/Legug yang
telah diikat secara sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.21963/2016
tanggal 15 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat dengan
Sertifikat hak Tanggungan No. 05807/2016, dan proses lelang telah selesai
dilaksanakan sesuai prosedur serta ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban para
Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa proses lelang telah selesai
pada tanggal 10 Desember 2021 di tempat Tergugat Il dengan hasil Pelelangan telah
dibuatkan Risalah lelang tertanggal 10 Desember 2021 dengan pemenang lelangnya
adalah Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena proses lelang telah selesai pada tanggal 10
Desember 2021, maka Penggugat dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar,

sebab dengan selesainya proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat | di tempat

Putusan Ekonomi Syari’ah Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. halaman 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantuman informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabiltas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal ferfentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dani waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini atau informasi yang sehanisnya ada, namun belum tersedia, maka hubungi Mahkamah Agung RI mefalu
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp - 021-384 3348 (xt.318)

Halaman 8



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ergugat Il (KPKNL), berarti proses lelang yang digugat untuk dilakukan perlawanan

oleh Penggugat sudah tidak ada atau sudah selesai, dan oleh karenanya Majelis Hakim
menyatakan gugatan perlawanan Penggugat terhadap lelang yang dilakukan oleh Bank
Syari'ah Indonesia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka
pihak Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 181 HIR,
pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Dalil

Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. SUTEJO,
S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. H. JUHRI, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim
Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Penggant serta dihadiri

oleh Kuasa Substitusi Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTEJO, SH., M.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO Drs. H. JUHRI, M.H.
Panitera Pengganti,

SUSANTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp 1.775.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 60.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
6. Biaya Materai . Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.960.000,00
(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan Ekonomi Syari’ah Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. halaman 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumian informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahiamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hakhal ferfentu masih terjadi dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dar waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini atau informasi , namun maka h hubungi Mahkamah Agung RI melalui

Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp - 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Lampiran 2

Pedoman Wawancara

w
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PEDOMAN WAWANCARA

Apa itu lelang barang jaminan?

Apa dasar hukum lelang barang jaminan?

Apakah ada perbedaan proses lelang barang jaminan antara hak tanggungan dan
fidusia?

Apa dasar yang dipakai dalam melaksanakan lelang hak tanggungan?

Apa dasar yang hukum yang dipakai dalam melaksanakan lelang fidusia?
Bolehkah pelaksanaan lelang jaminan tanpa melalui fiat pengadilan?

Mengenai harga dalam penjualan, siapa yang berhak menentukan harga jual
barang tersebut?

Adakah hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses lelang?faktor apa saja?
Bagaimana tanggapan pihak KPKNL dalam menangani kasus yang sering terjadi
yaitu adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak nasabah?



Lampiran 3

Hasil Wawancara

Narasumber . Bachtiar Ari Murti

Jabatan . Pejabat Fungsional Lelang

Tanggal Pelaksanaan : 11 Oktober 2023

Tempat Pelaksanaan :  Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan lelang

Q | Apaitu lelang barang jaminan?

A | Lelang suatu barang yang digunakan untuk melunasi atau menutupi
kekurangan hutang nasabah

Q | Apa dasar hukum lelang barang jaminan?

A | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RIB atau HIR, PMK no.
213/PMK.06/2020

Q | Apakah ada perbedaan proses lelang barang jaminan antara hak
tanggungan dan fidusia?

A | Untuk proses lelang barang jaminan fidusia dan hak tanggungan tidak
ada perbedaannya. kedua-duanya dapat dilakukan melalui Pengadilan
maupun langsung lewat KPKNL

Q | Apa dasar yang dipakai dalam melaksanakan lelang hak tanggungan?

A | Undang- undang Hak Tanggungan

Q | Apa dasar yang dipakai dalam melaksanakan lelang jaminan fidusia?

A | Undang-Undang Jaminan Fidusia

Q | Bolehkah pelaksanaan lelang jaminan tanpa melalui fiat pengadilan?

A | Hal itu biasanya dilihat dari isi perjanjian dalam pengajuan
pembiayaan, apabila untuk menyelesaikannya melalui jalur pengadilan
maka harus dilakukan pengadilan, namun jika dalam isi perjanjian bisa
dilakukan tanpa melalui pengadilan maka bisa dilakukan melalui
KPKNL

Q | Mengenai harga dalam penjualan, siapa yang berhak menentukan




harga jual barang tersebut?

Mengenai harga dapat ditentukan oleh kedua belah pihak dan bisa

dilihat dari harga secara umum terkait barang tersebut

Adakah hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses

lelang?faktor apa saja?

Untuk hambatan biasanya terjadi adanya pihak pemilik barang jaminan
yang tidak terima atas proses lelang tersebut, dan apabila sudah selesai
proses pelelangan pihak pemilik barang tidak mau mengosongkan

isinya.

Bagaimana tanggapan KPKNL terhadap adanya gugatan dari nasabah
yang menggugat KPKNL

Hal itu memang sudah menjadi resiko untuk KPKNL, walaupun
prosesnya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan itu
sudah menjadi haknya nasbah untuk melakukan gugatan atas hal

tersebut
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Dokumentasi Penelitian




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama

NIM

Tempat/Tgl. Lahir
Alamat

o

M wn

Ayah

Ibu

B. Riwayat Pendidikan

1.

Pendidikan Formal

a.
b.
C.
d.

SD/Ml, tahun lulus
SMP/MTS, tahun lulus
SMA/MA, tahun lulus

S1, tahun masuk

C. Pengalaman Organisasi

1.

Moch. Ilham Cholid

1917301003

Nganjuk, 17 Oktober 2000

Ds. Semare, Kec. Berbek, Kab.
Nganjuk, Prov. Jawa Timur

Achmad Usmu’i

Siti Nur Atigotul Mubarokah

Ml Al-Islah, 2013

MTs NU Mojosari, 2016

MA NU Mojosari, 2019

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019

Co. Departemen Sosial dan Agama Dewan Eksekutif Mahasiswa periode
2022-2023
Co Bidang Pemenangan Partai Kebangkitan Mahasiswa periode 2022-2023

Anggota biro advokom Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon

Syariah Komisariat Walisongo periode 2021-2022

Bendara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah

Komisariat Walisongo periode 2022-2023

Purwokm Desember2023
[L M

Moch. Ilham Cholid
NIM. 1917301003



